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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadhirat Allaah SWT, karena dengan 

Kudrah dan Iradah-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Diktat tentang 

Fiqh Jinayah. Shalawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang 

telah menuntun umat manusia ke alam ketauhidan, selanjutnya kepada Keluarga dan 

Shahabat Beliau dan kepada seluruh pengikutnya. 

Diktat Fiqh Jinayah/Hukum Pidana Islam membahas terkait dengan kedudukan 

jinayah, terminologi jinayah/jarimah, asas-asas dan macam-macam jinayah/jarimah, 

serta pembagiannya dilihat dari segi tindak pidananya dalam hukum pidana Islam. 

Fiqh Jinayah adalah terminologi yang dipergunakan terhadap jinayah dalam sistem 

hukum Islam. Fiqh Jinayah/Hukum Pidana Islam di dalamnya terhimpun pembahasan 

semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, 

harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup. 

Fiqh Jinayah/Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian 

dari Sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya 

berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Pidana Islam mengandung asas-asas 

yang mendasarinya, salah satunya adalah asas legalitas. 

Penulis berharap modul ini dapat memberikan gambaran bagaimana isi hukum 

pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana umum yang selama ini telah 

dipelajari di Fakultas Hukum, mengingat selama ini literatur tentang Hukum Pidana 

Islam sangat terbatas.  

Sangat disadari bahwa diktat ini masih jauh dari harapan, terutama mengenai 

substansinya. Oleh karena itu, maka suatau kritikan dan saran dari pembaca 

merupakan kelengkapan dari bahan ajar ini. 

 

 

 

Medan, 2 Agustus 2022 

Penulis, 

 

 

 

 

Maulidya Mora Matondang, S.H.I., M.Ag 
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BAB I 

SYARI’AH DAN FIQH 

 

A. Seputar Konsep Syarî’ah  

Kata Syariah dan pecahannya dalam Al-Qur„an ditemukan sebanyak lima 

kali.1 Menurut Djazuli kata Syariah secara etimologi mempunyai banyak arti. Salah 

satunya syariah yang berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya. Dan juga 

biasa diartikan dengan; jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke 

air atau juga bisa berarti jelas. Kata syari‟ah berarti juga jalan tempat keluarnya air 

untuk minum2, atau jalan tenang untuk diikuti (the clear path to the folowwed)3. 

Dalam pemakaian yang bersifat religius kata ini mempunyai arti "jalan menuju yang 

baik", yaitu nilainilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna 

yang kongkrit yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia.4 

 Kata syarî’ah bila dikaitkan dengan sumber air menunjukkan betapa 

vitalnya syarî‟ah tersebut sebab sumber mata air menurut orang Arab adalah 

menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sementara itu dalam makna terminologis 

syarî’ah diartikan sebagai segala ketentuan yang disyariatkan bagi hamba-hambaNya 

baik menyangkut ibadah, akidah dan mu‟âmalah. Al-Qur‟ân menggunakan kata 

syarî‟ah dalam pengertian dîn (agama) yang merupakan jalan lurus yang telah 

ditentukan oleh Allâh swt. untuk manusia dan merupakan ketentuan yang harus 

dilaksanakan sebagaimana firman Allâh swt. dalam surat al-Jâtsiyah: 18. 

Mahmud Syaltut dalam Al-Islam Aqidah wa Syari’ah menyebutkan kata 

syariah berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Kata syariah juga 

diartikan sebagai jalan yang terbentang lurus. Hal ini sangat relevan dengan fungsi 

syariah bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun 

dengan umat manusia, orang Islam maupun non muslim dan alam sekitarnya. 5 

Sedangkan Muhammad Syalabi mengetimologikan syariah sebagai sesuatu yang 

dirujuk kepada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 

saw, yang terekam dalam alQur’an dan sunnah nabi.6 

Sementara secara terminology syariah adalah hukum-hukum yang 

ditetapkan oleh Allah untuk hambahambanya yang dibawa oleh seorang rasul 

Muhammad SAW, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku, yaitu 

yang disebut dengan hukum- hukum furu’ 7  Pada dasarnya kata syariah dalam 

Islammencakup seluruh petunjuk agama Islam, baik yang menyangkut dengan 

akidah, ibadah, muamalah, etika, dan hukumhukum yang mengatur seluruh aspek 

kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, pengertian syariat sendiri 

mengalami perkembangan. Dimana pada masa perkembangan ilmu- ilmu agama 

Islam di abad kedua dan ketiga, masalah akidah mengambil nama tersendiri, yakni 

ushuluddin, sedangkan masalah etika dibahas secara tersendiri dalam ilmu yang 

 
1 Diantaranya dalam Q.S al-Syura: 21, Q.S. al-Maidah: 48, Q.S. alJatsiyah: 18. Ayat terakhir 

inilah yang terpenting dan seringkali dijadikan salah satu konsep kunci dalam Islam, yaitu syariah. 
2  Muhammad Farûq Nabhân, al-Madkhal li al-Tasy'rî' al-Islâmî, Jilid VIII, (Beirut:Dâr al-

Shadir, t.th), h. 10. 
3 H.A.R Gibb and J.H Krames, Shorter Encyclopedia of Islam, (London: Luzzac 1961), h. 102. 
4 Fazlurrahman, Islam, (Bandung: Pustaka, 1997), h. 140. 
5 Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Syariah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), h.12. 
6 Lihat dalam Muhammad Syalabi, al-Madkhal fi Ta‟rif bi al-Fiqh alIslami, (Beirut: Dar al-

Nahdhah al-Arabiyyah, 1969), h. 28. 
7 A. Djazuli, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Prenada, 2005), h. 1-2. 
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dikenal dengan istilah Akhlak. Karena itu, istilah syariah sendiri dalam 

pengertiannya mengalami historical continuity, yang pada akhirnya menjadi 

menyempit, khusus mengenai hukum yang mengatur perbuatan manusia. Atas dasar 

ini kata syariat Islam identik dengan kata hukum dalam arti teks-teks hukum dalam 

al-Qur’an dan sunnah nabi. 

Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang syarî’ah beliau menjawab 

dengan shalat, zakat dan haji.8 Hal ini membuktikan bahwa terminologi syarî’ah pada 

masa Nabi digunakan untuk menyebut makna–makna yang esensial dari ajaran 

Islâm. Dengan demikian, syarî’ah meliputi segala ketentuan hukum yang ada dalam 

sunnah baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak atau perbuatan manusia dalam 

bentuk ibadah dan muamalah. 

Abu Hanifah membedakan term syarî’ah dan dîn (agama), alasannya bahwa 

syarî‟ah bersifat dinamis dalam pengertian bahwa syarî’ah mengalami perubahan 

sesuai dengan dimensi ruang dan waktu sementara din bersifat statis. Term din 

adalah ajaran-ajaran dasar dari agama yakni percaya kepada kekuasaan Allâh, nabi, 

kehidupan akhirat dan lain sebagainya sedangkan syarî’ah adalah kewajiban-

kewajiban yang dilaksanakan oleh manusia. Bagi Imam Abu Hanifahmisi setiap Nabi 

adalah sama yaitu mengajarkan agama tauhid. Oleh sebab itulah setiap nabi selalu 

mengajarkan konsep monotheisme, tetapi pada saat yang sama juga mengajak kepada 

syarî’ah yang diajarkannya, tiap generasi periode nabi sebelum dan setelahnya terjadi 

perlengkapan syarî’ah, sehingga tentu saja tidak semua syarî‟ah nabinabi terdahulu 

dibuang begitu saja sebab ada syarî’ah yang sifatnya modifkasi atau pembaharuan 

seperti ajaran haji yang merupakan warisan ajaran dari nabi Ibrahim, untuk itulah 

dalam yurisprudensi Islâm dikenal istilah konsep syar'u man Qoblanâ, dari sinilah 

wajar jika Gib memandang bahwa Imam Abu Hanifah telah menyamakan term fiqh 

dan syarî’ah.  

Dewasa ini terminologi syarî’ah mencakup semua aspek dari ajaran Islâm 

baik fiqh maupun kalam. Syarî’ah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas 

daripada fiqh yang meliputi segala aspek kehidupan manusia sedangkan ruang 

lingkup fiqh lebih sempit dan menyangkut hal–hal yang pada umumnya dipahami 

sebagai aturan- aturan hukum, syarî‟ah senantiasa mengingatkan kita bahwa ia 

bersumber pada al-Qur‟ân dan Hadîts, oleh sebab itulah arah dan tujuan syarî’ah 

telah ditentukan oleh Allâh dan Nabi-Nya. Sedangkan materi yang tercantum dari 

fiqh dalam perkembangannya disusun dan diangkat atas usaha dan ijtihâd manusia. 

Dalam fiqh suatu pekerjaan bisa saja dikatakan sah atau haram, boleh atau 

tidak, sementara dalam syarî‟ah terdapat tingkatan diperbolehkan atau tidaknya. 

Dengan demikian, fiqh merupakan terminologi tentang hukum sebagai salah satu 

ilmu, dalam fiqh bisa saja terjadi perbedaan interprestasi antara para mujtahid 

sementara syarî‟ah lebih merupakan perintah ilahi yang harus diikuti.9 

Ada suatu perbedaan yang dapat ditarik dari kesimpulan tersebut bahwa 

syarî‟ah mencakup hak-hak serta prinsip-prinsip dari ajaran Islâm sedangkan fiqh 

berkaitan dengan aturan–aturan hukum, syarî’ah juga mencakup persoalan-persoalan 

teologi dan etika sementara aksentuasi dan stressing fiqh lebih kepada persoalan- 

persoalan hukum ijtihadiyah dan perumusan hukum-hukumnya melalui metode 

 
8 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, (Bandung: Pustaka, 1984), 

h. 7. 
9  Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid II, (Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 1979), h. 8-9. 
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istidlâl sehingga dalam perkembangan selanjutnya kata fiqh digunakan sebagai 

penunjuk hukum-hukum Islâm baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur’ân dan 

Sunnah maupun yang telah di interprestasikan oleh pemikiran manusia (ijtihâd). 

Selanjutnya istilah syarî’ah erat kaitannya dengan istilah tasyri', syarî‟ah ditujukan 

kepada materi hukum sedangkan tasyri' merupakan penetapan materi dari hukum 

syarî‟ah tersebut, pengetahuan tentang tasyri' berarti pengetahuan tentang cara, 

proses, dasar dan tujuan Allâh swt. menetapkan hukum-hukum tersebut.10 

Kata syari’ah juga seperti itu, para ulama akhirnya menggunakan istilah 

Syari’ah dengan arti selain arti bahasanya lalu mentradisi. Maka setiap disebut kata 

Syari‟ah langsung dipahami dengan artinya secara tradisi itu. Imam al-Qurthubi 

menyebut bahwa Syari’ah artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah 

swt.untuk hamba-hambaNya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum 

dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air 

minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Makanya menurut ibn-

ul Manzhur syariat itu artinya sama dengan agama. 

Yang dimaksud dengan syariat atau ditulis dengan syari’ah, secara harfiah 

adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap 

muslim, syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan- ketetapan Allah dan 

ketentuan Rasul- Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi 

seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.11 

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari’at merupakan norma hukum dasar yang 

ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam bedasarkan iman yang 

berkaitan dengan akhlak, baik dlam hubungannya denganAllah maupun dengan 

sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan 

dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Karena 

itu, syari‟at terdapat di dalam alQur‟an dan di dalam kitab-kitab Hadis. 

 

B. Seputar Konsep Fiqh 

Fiqh adalah di alam bahasa Arab, perkataan fiqh yang ditulis fiqih atau 

kadang-kadang fekih setelah diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau 

dihubungkan dengan ilmu dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan (dengan kata 

lain), ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan 

normanorma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur‟an dan ketentuan-ketentuan 

umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalm kitab-kitab hadis.  

Dengan kata lain ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-

hukum yang terdapat di dalam al-Qur‟an dan sunnah Nabi Muhammad untuk 

diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang 

berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam 

itu disusun secara sistematis dalam kitab- kitab fiqih dan disbut hukum fiqih. Contoh 

hukum fiqih Islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh orang Indonesia adalah, 

misalnya, fiqih Islam karya H.Sulaiman Rasjid yang sejak diterbitkan pertama kali 

tahun 1954 sampai kini (1998) telah puluhan kali dicetak ulang. 

Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal, fikih (fiqh) bermakna al-„ilm 

wa al-fahm (ilmu dan pemahaman). Sedangkan menurut Taqiyyuddin alNabhani, 

 
10 Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 10. 
11 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam din 

Indonesia, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), h. 46. 
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secara literal, fikih bermakna pemahaman (alfahm). Sementara itu, secara istilah, 

para ulama mendefinisikan fikih sebagai berikut: Fikih adalah pengetahuan tentang 

hukum syariat yang bersifat praktis (amaliyyah) yang digali dari dalil-dalil yang 

bersifat rinci (tafshîlî) . Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah 

hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah 

amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. 

Jika disimak hukum Islâm seirama dengan dimensinya dalam sejarah, maka 

isi pengkajian dalam setiap dimensinya mutlak menampakkan berbagai sistem atau 

metode. Oleh sebab itu, pada zaman Rasûlullâh Saw. hukum Islâm secara bersahaja 

dapat diperoleh berdasarkan wahyu Allâh swt. dan ijtihâd Rasûlullâh Saw. yaitu 

hukum Islâm dalam perspektif al-Qur‟ân dan Sunnah. Masing-masing diyakini oleh 

umat Islâm adalah syarî’ah, semua tergambar sebagai dalil naqlî atau nash. Hukum 

Islâm sejauh di-istinbât-kan dari keduanya disebut fiqh nushûsh. Berikut dalam 

istinbât-nya dengan akal atau pemikiran disebut fiqh ijtihâdî. 

Secara etimologis fiqh berarti pemahaman, pengetahuan yang mendalam, 

pengertian ini dapat ditemukan dalam firman Allâh swt. dalam surat atTaubah: 122. 

Pengertian ini sama dengan pengertian dalam Hadîts Rasûlullâh Saw: 

Apabila Allâh SWT menghendaki kebaikan bagi seseorang maka ia akan 

memberikan pemahaman agama yang mendalam kepada orang tersebut 

(H.R.Bukhari dan Muslim).12 

Fiqh merupakan syarî‟ah yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-

dalil secara terperinci. Sementara itu al-Amidî berpendapat bahwa fiqh adalah ilmu 

tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang diperoleh melalui 

penalaran dan istidlâl. Konstruksi yang dapat disimpulkan dari definisi tersebut di 

atas adalah bahwa fiqh bukanlah hukum syara' tetapi merupakan interpretasi terhadap 

hukum syara', karena fiqh hanya merupakan interpretasi yang bersifat dzannî yang 

sangat terkait dengan situasi dan kondisi yang sangat melingkupinya. Oleh sebab itu 

fiqh senantiasa berubah seiring dengan perubahan ruang dan waktu, hakekat fiqh 

yang dapat dipahami sebagaimana definisi tersebut di atas sebagai: (1) fiqh adalah 

merupakan ilmu tentang hukum syara'; (2) fiqh membicarakan hal–hal yang bersifat 

„amaliyah furû'iyah; (3) pengetahuan tentang hukum syara' ditetapkan berdasarkan 

dalil tafshilî yaitu al-Qur‟ân dan Hadîts; (4) fiqh digali dan dirumuskan melalui 

metode penalaran dan istidlâl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Muhammad Bin Isma‟îl bin Abî Abd Allâh al-Bukhârî, Shahîh Bukhârî, (Beirut: Dâr Ibn 

Katsîr al-Yamâmah, 1978), t.h. 
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BAB II 

JINAYAH/JARIMAH 

 

A. Terminologi  Jarimah  

Menurut etimologi kata “jarimah” sinonim dengan kata “jinayah” yang 

berarti larangan, pencegahan. Sedang menurut terminologi ialah larangan-larangan 

Allah SWT atau (al-syari)yang diberi sanksi olehnya dengan hukuman had, qishas 

atau diyat  dan ta'zir.13 

 Dari definisi di atas, terdapat kata larangan-larangan Allah SWT yang 

mengandung dua pengertian, baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun 

meninggalkan perbuatan yang diperintahkannya nya. Kata "syara" dalam terminologi 

tersebut menunjukkan bahwa parameter hukum pidana islam apabila larangan dan 

perintah itu datang dari Allah SWT. Tetapi jika Larangan dan perintah bukan dari 

Allah SWT disebut "ajziyah" singularnya "jaza" artinya hukuman biasa. 

 Dalam kitab-kitab fiqih yang membahas tentang hukum pidana Islam atau (Al 

jarimah) para fuqaha kebanyakan memakai istilah jinayah yang berkaitan dengan 

jiwa orang atau organ tubuh. Seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, aborsi, 

dan sebagainya. Sebagian fuqaha atau (ahli hukum) membatasi pemakaian kata 

jarimah khusus untuk tindak pidana qishash saja. 

 Mengacu kepada literatur yang dikarang oleh Abdul Qadir Audah (salah 

seorang guru besar hukum pidana Islam di universitas Al Azhar Kairo), ia 

memberikan perbedaan pengertian tentang "jinayah" "janhah" dan "mukhalafah" 

menurut hukum pidana Mesir. 

 Istilah "jinayah" dipakai untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah 

hukuman mati kerja paksa seumur hidup, kerja berat sementara dan hukuman 

penjara. 

 Istilah "janhah" merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman 

kurungan lebih dari 1 minggu atau benda lain dari 100 kurs (satu Dinar) 

  Istilah "mukhalafah" merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi 

hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau denda tidak lebih dari seratus 

piaster (pasal 11, 12 KUHP Mesir) 

  Menurut hukum pidana islam, ketiga istilah tersebut di atas dinamakan 

"jarimah" atau "jinayah" tanpa membedakan berat ringannya hukuman yang akan 

dijatuhkan  kepada pelaku karena prinsip hukum pidana islam terletak kepada sifat 

hukumannya.14 

  Menurut Haliman, terminologi hukum pidana Islam adalah ketentuan-

ketentuan hukum syari'at islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu dan terhadap pelanggaran. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut dikenakan 

hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarannya. 

 Terminologi hukum pidana Islam tersebut terdapat persamaan pengertian 

dengan hukum pidana positif, sebagaimana di kemukakan oleh Subekti bahwa 

 
13 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyrik al-Jinaiy al-Islami, juz I, Cet. III (Mesir: Maktabah Dar-al-

‘Urubah, 1963), h. 66-67. 
14 Ibid. 
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hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung 

perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberi sanksi hukuman bagi 

pelakunya.15 

  Berdasarkan beberapa terminologi hukum pidana Islam di atas, dapat 

dipahami bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau jarimah, 

karena perbuatan tersebut merugikan diri sendiri, anggota keluarga dan masyarakat 

yang seharusnya tidak dilakukan. Pada prinsipnya hukuman yang dijatuhkan pada 

seseorang yangpelaku jera, tidak melakukan kesalahan kedua kali dan memberikan 

dampak kepada orang lain agar tidak berbuat hal seperti itu. Dalam hal ini, baik 

hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menjatuhkan hukuman adalah 

untuk memelihara kepentingan dan ketentraman, serta menjamin kelangsungan hidup 

masyarakat. 

 Disamping itu terdapat perbedaan yang prinsip diantara kedua hukum pidana 

ini, di mana hukum pidana Islam prinsip yang harus ditegakkan ialah "akhlak al-

karimah" artinya setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai akhlak dapat 

diancam dengan hukuman. berbeda dengan hukum pidana positif, baru mengambil 

tindakan apabila perbuatan pelaku merugikan langsung bagi perseorangan atau 

masyarakat misalnya tindak pidana zina tidak dihukum kecuali karena perkosaan 

atau salah satu pihak tidak rela melakukannya atau karena salah satu pihak sudah 

nikah. sedang hukum pidana Islam, setiap perbuatan zina dalam keadaan dan 

bagaimanapun juga bertentangan dengan akhlak dan apabila akhlak sudah rusak 

maka sendi masyarakat pun akan hancur. hal ini logis setiap orang yang beriman 

(beragama) harus menjunjung tinggi nilai akhlak tersebut. 

Dalam Islam dikenal dengan istilah al-ahkam al-jina’iyah  atau hukum 

pidana.  Al-ahkam al-jina’iyah  bertujuan untuk melindungi kepentingan dan 

keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran norma 

sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib. 

Jinayah diartikan sebagai perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau 

agama yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud (ketetapan Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala)  atau takzir (putusan hukum yang ditetapkan oleh hakim). 

Larangan-larangan Syarat tersebut, bisa berupa mengerjakan perbuatan yang 

memang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan titik pengertian 

tindak pidana menurut hukum Islam sangat sejalan dengan pengertian tindak pidana 

menurut hukum konvensional kontemporer. 

Pengertian tindak pidana dalam hukum konvensional adalah segala bentuk 

perbuatan yang dilarang oleh hukum baik dengan cara melakukan perbuatan yang 

dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan titik dalam hukum 

konvensional suatu perbuatan atau tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana 

apabila diancam hukuman terhadap nya oleh hukum pidana konvensional. Hukum 

Islam sejalan dengan hukum konvensional bahwa tujuan penetapan tindak pidana 

dan hukuman  adalah untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan Ummat 

menjaga sistem masyarakat dan menjamin keberlangsungan hidup. 

Kendati memiliki tujuan yang sama, namun dalam hal mencapai tujuan 

tersebut kedua sistem hukum memiliki cara yang berbeda titik hukum Islam 

 
15 Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlu al-Sunnah, Cet.I (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1971), h. 64. 
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menganggap akhlak yang utama sebagai sendi masyarakat. karena itu hukum Islam 

sangat memperhatikan pemeliharaan akhlak sehingga setiap perbuatan yang 

menyentuh dan bertentangan dengan akhlak utama tersebut akan dijatuhi hukuman 

akan tetapi tidak demikian dengan hukum konvensional yang cenderung 

mengabaikan persoalan akhlak. 

Hukum Konvensional baru memperhatikanpersoalan akhlak  ini apabila Suatu 

perbuatan telah membawa kerugian langsung bagi individu keamanan atau sistem 

umum masyarakat. Contohnya perbuatan zina. hukum konvensional nyaris tidak 

menghukum perbuatan zina kecuali bila terjadi pemaksaan salah satu pihak 

(pemerkosaan). Bahaya Perbuatan tersebut menurut hukum konvensional menyentuh 

secara langsung kebaikan individu dan keamanan umum sekaligus. sementara aturan 

hukum Islam selalu menghukum perbuatan zina dalam keadaan dan bentuk apapun. 

 menurut hukum Islam perbuatan tersebut masuk kedalam kategori tindak 

pidana yang menyentuh sisi akhlak titik Apabila akhlak telah rusak maka otomatis 

masyarakatnya juga akan rusak dan hancur. Sumber hukum Islam adalah Allah 

swt.  Konsekuensinya, siapa saja yang berpedoman kepada hukum Islam pasti akan 

mendapatkan bahwa beberapa perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan telah 

ditetapkan hukumnya berdasarkan nash Alquran. Sedangkan sebagian yang lain 

berdasarkan perbuatan atau perkataan Rasulullah Saw, dan sebagian lagi 

hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa dan sebagian lagi 

hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. 

Walaupunn demikian, hukum Islam tidak membiarkan penguasa tersebut 

berbuat hendaknya tetapi harus berlandaskan kepada kaidah dan jiwa hukum Islam 

yang umum. Karena itu, Hakim tidak boleh melarang apa yang dihalalkan oleh Allah 

subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya, tidak boleh membolehkan apa yang dilarang 

oleh-Nya. 

 

B. Unsur  Unsur Jarimah  

Dari terminologi tindak pidana diatas, jarimah artinya larangan syara’ yang 

dijatuhi dengan hukuman had, qishas atau diyat, dan hukuman ta’zir. Dengan 

penyebutan kata “syara’” menunjukkan bahwa larangan tersebut berdasarkan 

ketentuan yang telah digariskan oleh teks al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. 

Perintah dan larangan yang berdasarkan dari Allah SWT itu yang mengandung akibat 

hukum apabila dilakukan oleh orang yang berakal sehat, dan memahami isi perintah 

tersebut (taklif). Dengan demikian orang yang tidak berakal sehat (gila), atau belum 

dewasa dan belum mukallaf, tidak dapat dikenakan hukuman.16 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah harus 

harus mempunyai tiga unsu sebagai berikut:  

1. Unsur formil (ar-rukn asy-syar’i) : adanya undang-undang yang mengatur atau 

nash. Artinya apabila sebuah perbuatan dikatakan jarimah atau tidaknya, bila 

perbuatan tersebut bisa dipersalahkan atau dibenarkan oleh Undang-undang yang 

berlaku. 

 
16 Eldin H. Zainal, Hukum Pidana Islam (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 20. 
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2. Unsur materil (rukn al-maddi): adanya sifat melawan hukum, artinya sebuah 

perbuatan dikatakan jarimah bila perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan yang 

telah ditetapkan, dan bisa dikatagorikan kejahatan atau jarimah. 

3. Unsur moril (rukn al-adabi): pelaku jarimah yaitu mukallaf, artinya seseorang 

yang melakukan jarimah tersebut orang yang bisa bertanggung jawab, dan bisa 

dipersalahkan. Cukup umur, akil baligh, berakal baik(tidak gila) bisa disimpulkan 

mampu bertanggung jawab. 

 

C. Kajian Fiqh Jinayah Dalam Literatur Fiqh Klasik 

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan 

menjadi dua. Ada yang menyebutnya fiqh jinayah dan ada pula yang menjadikan fiqh 

jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fiqh atau 

kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab fiqh. 

Kitab yang secara khusus dinamakan sebagai fiqh jinayah memiliki 

sistematika pembahasan yang lebih terperinci, aktual dan akomodatif. Sebaliknya, 

kitab yang belum secara khusus dinamakan sebagai kitab fiqh jinayah, sistematika 

pembahasannya masih sederhana. 

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian 

fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) Unsur formil atau ar-rukn 

asy-syar’i, 2) Unsur materil atau rukn al-maddi, 3) Unsur moril atau rukn al-adabi. 

Itulah objek utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan materi 

pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materil atau rukn al-

maddi, maka objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu: 

1. Jarimah qishas yang terdiri atas: 

a. Jarimah pembunuhan 

b. Jarimah penganiayaan 

2. Jarimah hudud yang terdiri atas: 

a. Jarimah zina 

b. Jarimah qadzf 

c. Jarimah al-sariqah 

d. Jarimah al-hirabah 

e. Jarimah syarb al-khamar 

f. Jarimah al-baghyu 

g. Jarimah al-riddah 

3. Jarimah ta’zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur 

dalan al-quran atau hadis. Aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya ditentukan oleh 

penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai 

dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia. 

D.  Tujuan Hukum Pidana Islam 

Tujuan awal syari’ dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan 

untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah SWT 

sebagai syari’ (yang menetapkan syari’at) tidak menciptakan hukum dan aturan 

begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud 

tertentu. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis sebagai 

alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan 

manusia. 
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  Adapun inti dari Maqashid Syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, 

karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Firman Allah pada 

surat An-Nisa’ ayat 165, Artinya: (Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa 

berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia 

membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya Allah berfrman dalam Surat al-Anbiya’ ayat 107, 

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.  

Secara substansial maqasid al-syari’ mengandung kemashlahatan. 

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, 

yaitu dharuriyyat (kebutuhan primer, mesti), hajiyat (kebutuhan sekunder, 

dibutuhkan), tahsiniyat (kebutuhan tersier). 

Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka 

melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa dharuriyyat adalah 

kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat tersebut kehidupan manusia 

pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, 

kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di 

akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa. 

Masalah Hajiyat adalah maslahah yang dikehendaki untuk memberi 

kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya 

masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan 

memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, 

seperti pensyari’atan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi 

mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir). 

Mashalah Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas 

dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, 

dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal 

sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. 

Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah memakai perhiasan 

dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan 

lain sebagainya. Kebutuhan tahsiniyat, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila 

tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan 

tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan 

pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, 

menghindarkan hal- hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan 

keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. 

Dengan demikian konsep maqasid al-syari’ah berorientasi kepada 

kemaslahatan bagi manusia. Maka untuk tercapainya kemashlahatan, yang 

merupakan tujuan atau hikmah pensyari’atan hukum Islam dilakukan melalui 

pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Akal, keturunan dan harta. 

1. Memelihara Agama  

Agama sebagai kebutuhan primer pertama, bagi kehidupan manusia adalah 

hal yang sangat penting karena dengan kehadiran agama manusia menjadi tahu 

mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang bermanfaat dan mana 

yang membahayakan. Oleh agama, manusia diarahkan bagaimana ia harus 

menjalani hidup dan bagaimana ia harus membangun hubungan dengan 
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Tuhannya, dengan sesamanya dan dengan alam. Dengan kata lain, tanpa agama, 

manusia tidak akan tahu atau bahkan tidak mau tahu perbedaan mengenai hal-hal 

yang baik dan buruk, benar dan salah sehingga manusia dapat berbuat 

sekehendak hati dengan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Menyadari 

urgensi kehadiran dan peran ajaran agama yang demikian ini, maka sangat wajar 

apabila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan 

hidup yang fundamental. 

2. Memelihara jiwa  

Kebutuhan primer bagi kemashlahatan hidup manusia yang kedua dalam 

Islam berkaitan dengan terpeliharanya jiwa (hak hidup). Hak hidup merupakan 

salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental diantara hak-hak asasi 

yang lainnya. Hidup adalah anugerah Tuhan yang menjadi sumber dari gerak 

dinamika manusia. Oleh karena itu Allah S.W.T sangat tegas melarang 

pembunuhan karena melenyapkan hak yang paling mendasar. Hal tersebut 

tercermin dalam Al-Qur-an, pada Surat Al-Isra ayat 33 Artinya : Dan janganlah 

kamu membunuhjiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan 

dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, 

Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, 

tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. 

Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Memelihara jiwa, 

berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 

memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan 

pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok 

ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. 

memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu 

binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan 

halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi 

manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. memelihara dalam tingkat 

tahsiniyyat, seperti ditetapkannyatatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya 

berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam 

eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.  

3. Memelihara Akal  

Memelihara akal pikiran merupakan konsepsi yangpenting dalam 

hukum Islam, karena mengingat akal merupakan sendi atau dasar bagi adanya 

taklif hukum. Oleh karena itu bagi orang-orang yang tidak sehat akalnya atau 

tidak terpelihara kesucian pikirannya, ia tidak tersentuh kewajiban-kewajiban 

ketentuan hukum. Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia 

di atas, maka sangat relevan apabila Islam memandang sebagai hal yang primer 

dan berupaya untuk melindunginya.  

4. Memelihara keturunan  

Keturunan merupakan salah satu hal yang menunjukan tingginya 

martabat manusia dan sekaligus membedakannya dengan derajat kebinatangan. 

Apabila manusia boleh (bebas) mengembangbiakkan keturunan tanpa melalui 

rambu-rambu hukum yang mengabsahkan hubungan tersebut, maka kondisi 

yang demikian akan menurunkan derajat dan kehormatan manusia. Disamping 

itu, pengembangan keturunan dengan cara melakukan hubungan secara bebas 

akan berdampak pada ketidakjelasan/kaburnya garis keturunan manusia. Oleh 
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karena pentingnya menjaga kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam 

menggariskan ketentuan-ketentuan hukum tentang larangan orang berzina.  

5. Memelihara Harta  

Pentingnya tentang jaminan atas terpeliharanya harta (hak milik) bagi 

kemashlahatan hidup manusia khususnya dalam kehidupan bersama sebagai 

masyarakat, maka Islam memberikan jaminan terhadap harta atau hak milik 

seseorang. Jaminan terhadap harta (hak milik adalah hal yang sangat penting 

dalam kehidupan bersama (masyarakat), karena terpeliharanya hal tersebut akan 

menumbuhkan perasaan tenang dan tentram pada diri setiap individu/warga 

masyarakat sehingga dapat menambah motivasi dalam usaha/bekerja untuk 

mempertahankan eksistensi hidupnya.  

 

E. Ciri-Ciri Hukum Islam 

Dari uraian diatas dapat ditandai ciri-ciri hukum Islam, yaitu:  

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.  

2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak capat diisahkan dari iman atau 

akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.  

3. Mempunya dua istilah kunci yakni: syariat dan fiqih. Syariat terdiri dari 

wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sedang fiqih adalah 

pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat.  

4. dari dua bidang yakni: ibadah dan muamalah dalam arti yang luas. Ibadah 

bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti khusus dan 

luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi 

syariat dari masa ke masa.  

5. Struktur berlapis, terdiri dari nass atau teks al-Qur‟an, as-Sunah nabi 

Muhammad SAW, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang 

wahyu dcan sunah, pelaksanaanya dalam praktik baik berupa keputusan 

hakim, maupun berupa amalan-amalan umat islam dalam masyarakat.  

6. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahala.  

7. Dapat dibagi menjadi dua yaitu: (a) hukum taklifi atau hukum taklif yakni al-

ahkam al-khamsah yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis hokum, lima kategori 

hokum, lima penggolongan hukum yakni jaiz, sunah, makruh, wajib dan haram, 

dan (b) hukum wadh‟I yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau 

terwujudnya hubungan hukum.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar IlmuHukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 58-59. 
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F. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut: 

1. Prinsip Tauhid 

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua 

manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang 

dinyatakan dalam kalimat :laa ilaha illa Allah” (Tidak ada tuhan selain Allah). 

Prinsip ini ditarik dari firman Allah SWT di dalam Q.S. ali Imran : 64. 

ْ
 

رِكَْْْْقُل ش 
ُ
اْن

َ
ْوَل َ اْاللّٰه

َّ
بُدَْاِل اْنَع 

َّ
ل
َ
ْا م 

ُ
نَك نَنَاْوَبَي  بَي  لِمَةٍْسَوَاۤءٍٍْۢ

َ
ك ىْ

ٰ
اْاِل و 

َ
كِتٰبِْتَعَال

 
ْال

َ
ل ه 

َ
اْْيٰٓا ٔـً بِهْٖشَي 

ْ
َ
اْبِا هَدُو  واْاش 

ُ
ل اْفَقُو  و 

َّ
ْتَوَل ِْْۗفَاِن  نِْاللّٰه ْدُو  ن  بَابًاْم ِ ر 

َ
ضًاْا ضُنَاْبَع  اْيَتَّخِذَْبَع 

َ
ل نَْنَّْوَّ لِمُو  ْاْمُس 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) 

menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan 

kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) 

sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan 

selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), 

“Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang 

muslim.” 

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam 

merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada 

Allah SWT sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak 

boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. 

Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada 

keseluruhan kehendak-Nya. 

Berdasarkan prinsip tauhiud ini melahiurkan azas hukum ibadah, yaitu azas 

kemudahan atau meniadakan kesulitan. Barang siapa yang tidak menghukumi 

dengan hukum Allah SWT, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam 

kelompok orang-orang fasiq, sebagaimana Allah berfirman. 

يَشَاۤءُْۗاِذَاْقَْ مَاْ قُْ
ُ
ل ْيَخ  ُ ذٰلِكِْاللّٰه

َ
ْك

َ
بَشَرٌْْۗقَال ْ نِي  سَس  يَم  ْ م 

َ
ل دٌْوَّ

َ
وَل ْ ي  لِ نُْ و 

ُ
يَك نهىْ

َ
ا ْ ْرَب ِ ت 

َ
ىْْقَال ضٰٓ

رًاْفَاِنَّْ م 
َ
نُْا و 

ُ
ْفَيَك ن 

ُ
كْ هٗ

َ
ْل

ُ
ل  مَاْيَقُو 

Dia (Maryam) berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku 

akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang 

menyentuhku?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah 

menciptakan apa yang Dia kehendaki.” Apabila Dia hendak 

menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, “Jadilah!” Maka, 

jadilah sesuatu itu. (Q.s. Al-Maidah: 47) 

Dan prinsip tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari 

prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqih ibadah sebagai berikut: 
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1. Prinsip pertama. Berhubungan langsung dengan Allah SWT tanpa perantara, 

artinya bahwa tidak seorangpun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai dzat 

yang waib disembah. 

2. Prinsip kedua. Beban hukum (ta‟lifi) ditujukan untuk memelihara akidah dan 

iman, penyucian jiwa (takjiyat al-nafs) dan pembetukan pribadi yang luhur, 

artinya hamba Allah SWT dibebani ibadah sebagai bentuk/aktualisasi dari 

syukur atas nikmat Allah SWT. 

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan asas hukum ibadah, yaitu asas 

kemudahan/meniadakan kesulitan. Dari asas hukum tersebut terumuskan kaidah- 

kaidah hukum ibadah sebagai berikut: 

a) Al-ashlu fii al-ibadati taqifu wal ittiba‟ yaitu pada pokoknya ibadah itu tidk 

wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja 

yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya. 

b) Al-Masaqqah tujlibu at-taysiir, yaitu kesulitan dalam melaksanakan ibadah 

akan mendatangkan kemudahan. 

 

2. Prinsip Keadilan 

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al- mizan 

(keseimbangan/modrasi). Kata keadilan dalam al- Qur‟an kadang diekuifalensikan 

dengan al-qist. Al- mizaan yang berarti keadilan di dalam al-Qur‟an terdapat dalam 

Q.S. asy-Syu‟ura‟ ayat 17 dan al-Hadid ayat 25. 

Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau 

kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai 

aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wabbah 

Al-Zuhaili bahwa perintah Allah SWT ditujukan bukan karena esensinya, sebab 

Allah SWT tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan 

kemadharayan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah 

sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pedidikan yang dapat membawa 

kebaikan bagi individu dan masyarakat. 

Penggunaan term adil/keadilan dapat dijumpai di dalam beberapa firma Allah 

SWT. Salah satunya di dalam Q.S. al-Maidah ayat 8, yang memiliki kecenderungan 

mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia 

tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran (dalam 

berinteraksi). Allah berfirman: 

ْْ نَ امِي  قَوَّ اْ نُو  و 
ُ
اْك مَنُو 

ٰ
ا ذِي نَْ

َّ
ال يُّهَاْ

َ
ِْيٰٓا ه اْللِّٰ

َّ
ل
َ
ا ٰٓىْ عَل مٍْ قَو  نُْ

ٰ
شَنَا ْ م 

ُ
رِمَنَّك يَج  اْ

َ
وَل طِِْۖ قِس 

 
بِال شُهَدَاۤءَْ ْ

نَْ و 
ُ
مَل بِمَاْتَع  رٌٍْۢ ْخَبِي  َ ْاللّٰه َْۗاِنَّ وٰىِْۖوَاتَّقُواْاللّٰه رَبُْلِلتَّق  ق 

َ
اْۗهُوَْا و 

ُ
دِل اْۗاِع  و 

ُ
دِل ْتَع 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) 

karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak 

adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. 

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa 

yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Maidah ayat 8) 

 

Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama 

kepada mereka yang mempuyai kekuasaan atau yang berhubunagn dengan 
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kekuasaan dan dalam bermuamalah (berdagang), hal tersebut terdapat di dalam 

firman Allah SWT Q.S. al-An'am ayat : 152. 

مِيْ 
 
وَال ْ

َ
ل ي 

َ
ك

 
ال فُواْ و 

َ
هْٗۚوَا شُدَّ

َ
ا غَْ

ُ
ل يَب  ىْ حَته سَنُْ ح 

َ
ا هِيَْ ْ تِي 

َّ
بِال اْ

َّ
اِل مِْ يَتِي 

 
ال ْ

َ
مَال اْ رَبُو  تَق  اْ

َ
زَانَْوَل

عَهَاْۚوَاِذَْ اْوُس 
َّ
سًاْاِل فُْنَف  ِ

 
اْنُكَل

َ
ل طِْۚ قِس 

 
اْۗبِال فُو  و 

َ
ْا ِ دِْاللّٰه وَبِعَه  بٰىْۚ انَْذَاْقُر 

َ
ْك و 

َ
اْوَل و 

ُ
دِل ْفَاع  تُم 

 
اْقُل

نَْ  رُو 
َّ
ْتَذَك م 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ْبِهْٖل م 

ُ
ىك ْوَصه م 

ُ
ْذٰلِك

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. 

Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 

membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila 

kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). 

Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu 

agar kamu mengambil pelajaran.” 
 

Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi 

manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban 

tersebut. 

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam 

praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang 

menyatakan elastisitas hulum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai 

kelanjutan dari prinsip keadilan. Artinya, perkara-perkara dalam hukum Islam 

apabila telah menyempit maka menjadi luas, dan apabila perkara-perkara itu telah 

meluas maka kembali menyempit. 
 

3. Prinsip Amar Ma‟ruf Nahii Mungkar (Memerintah kepada Kebaikan dan 

Mencegah Kejahatan) 

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju 

tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah SWT, dalam filsafat 

hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Pengkategorian 

amar ma‟ruf nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Prinsip amar ma
‟ruf nahi mungkar didasarkan pada Q.S. ali-Imran ayat 110. 

نَْبِا مُرُو 
 
اسِْتَأ ْلِلنَّ رِجَت  خ 

ُ
ةٍْا مَّ

ُ
رَْا ْخَي  تُم  ن 

ُ
ِْْْۗك نَْبِاللّٰه مِنُو  رِْوَتُؤ 

َ
ك مُن 

 
نَْعَنِْال هَو  فِْوَتَن  رُو  مَع 

 
ل

نَْ فٰسِقُو 
 
ثَرُهُمُْال

 
ك

َ
نَْوَا مِنُو  مُؤ 

 
هُمُْال هُم ْْۗمِن 

َّ
رًاْل كَانَْخَي 

َ
كِتٰبِْل

 
ْال

ُ
ل ه 

َ
مَنَْا

ٰ
ْا و 

َ
 وَل

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia 

(selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang 

mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman 

dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. 

 

4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan 

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar 

agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan 

penjelasan, demontrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum 
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Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, 

baik kebebasan indivisu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama 

dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, 

Q.S. al-Baqarah ayat 256. 

ْ ش  ْتَّبَيَّنَْالرُّ ي نِْۗقَد  الد ِ رَاهَْفِىْ
 
آْاِك

َ
ْفَقَدِْْل ِ بِاللّٰه ٍْۢ مِن  تِْوَيُؤ  اغُو  ْبِالطَّ فُر 

 
ْيَّك ْْۚفَمَن  ِ

غَي 
 
دُْمِنَْال

مٌْ عٌْعَلِي  ْسَمِي  ُ هَاْۗوَاللّٰه
َ
اْان فِصَامَْل

َ
قٰىْل وُث 

 
وَةِْال عُر 

 
سَكَْبِال تَم  ْاس 

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas 
jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan 
beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat 
kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
 

5. Prinsip Persamaan/Egalite 

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Kostitusi Madinah (al-

Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah 

manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam 

pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol 

social, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi social seperti komunis. 

Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan wara kulit. Kemuliaan manusia adalah 

karena dzat manusia itu. Islam memiliki kecenderungan pada persamaan, tetapi tidak 

menghendaki penyamarataan. 

Kelebihan seseorang terhadap orang lain dalam persaudaraan yang besar tidak 

tergantung pada kebangsaannya, tetapi dalam hal menjalankan kewajiban atau 

kemuliaan akhlak. Contohnya, Islam membolehkan pemilikan pribadi dan perbedaan 

dalam ekonomi dengan batas-batas yang wajar di dalam masyarakat, agar tersedia 

kesempatan bagi individu untuk mengembangkan dan memanfaatkan sifat-sifatnya 

yang mulia. Dalam tanggung jawab pelaku usaha, ia harus menghargai hak-hak 

konsumen dengan berlaku jujur dan adil. Tidak boleh ada perbedaan yang berlebihan 

di antara konsumen yang satu dengan lainnya 

 

6. Prinsip Ta‟awun (Tolong-menolong) 

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang 

diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan 

ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini menghendaki kaum Muslim berada saling 

tolong dalam kebaikan dan ketakwaan Q.S. al-Maidah ayat 2. 

…َْ ْاللّٰه َْۗاِنَّ وَانِِْۖوَاتَّقُواْاللّٰه عُد 
 
مِْوَال اِث 

 
ىْال

َ
اْعَل اْتَعَاوَنُو 

َ
وَل وٰىِْۖ ْوَالتَّق  بِر ِ

 
ىْال

َ
اْعَل ْشَدِي دُْْوَتَعَاوَنُو 

عِقَابِْ
 
ْال

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
sangat berat siksaan-Nya. 

Kelanjutan prinsip ta‟awun, dikenal prinsip khusus asas tabaadulul 

manaafi‟, yang berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan 

keuntunan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan 
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menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam 

rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama. 

Asas tabaadulul manaafi‟ ini juga merupakan kelanjutan dari prinsip hukum 

Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi pada 

hakikatnya adalah milik Allah SWT. Manusia sama sekali bukan pemilik yang 

berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi, melainkan hanya sebagai pemilik 

hak memanfaatkannya. Oleh karena itu, manusia selain mempunyai hak 

memanfaatkan segala yang ada di bumi, pada bersamaan harus menghargai hak 

orang-orang lain dan lingkungannya. Kemanfaatan harus diraih oleh berbagai pihak 

dengan cara saling menolong, tidak boleh ada eksploitasi, penipuan dan berbagai 

bentuk kecurangan. 

 

7. Prinsip Toleransi dan Larangan Menzalimi Sesama  

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin 

tidak terlanggarnya hakhak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat 

diterima apabila tidak merugikan sesama agama Islam. 

Wabbah Al-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran 

penerpan ketentuan al-Qur‟an dan al-Hadits yang menghindari kesempitan dan 

kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan 

syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada 

persoalan ibadah saja. Tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Ilam, baik 

muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. 

 
G. Macam Macam Tasyri’ Al Jina 

 Secara umum Tasyri' dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari al-tasyri al-Islam 

min jihad al-nash yaitu dilihat dari sumbernya dan dari al-tasyri’ al-Islami min jihad 

al-tawasuh wa al-syumuliyah, yaitu dilihat dari sudut keluasan dan kandungan 

Tasyri'. Ditinjau dari sudut sumbernya dibentuk pada periode Rasulullah SAW, yakni 

al-Qur'an dan Sunnah. 

 Para fuqaha' dan sarjana-sarjana modern setuju bahwa al-Qur'an terdiri dari 

sekitar 500 ayat hukum. Jika dibandingkan dengan keseluruhan materi al-Qur'an, 

ayat-ayat hukum sangatlah kecil, dan hal itu memberi kesan yang salah bahwa al-

Qur'an memperhatikan aspek-aspek hukum karena kebetulan belaka. Pada saat yang 

sama, banyak dicatat oleh para ahli Islam bahwa al-Qur'an seringkali mengulang-

ulang baik secara tematis maupun harfiah.  

 Gerakan Tasyri kedua yamg dilihat dari kekuatan dan kandunganya 

mencakup ijtihad sahabat, tabi’in  dan ulama sesudahnya. Tasyri’ tipe kedua ini  

dalam andangan Umar Sulaiman al- Asyqar dapat dibedakan menjadi dua bidang. 

Pertama bidang ibadah kedua bidang muamalat. Dalam bidang ibadah, Fiqh dibagi 

menjadi beberapa topik, yaitu: “taharah, salat, zakat, puasa i’tikad, merawat jenazah, 

jumrah, sumpah, nazar, jihad, makanan, minuman, kurban, dam sembelihan”. 

 Bidang muamalat di bagi menjadi beberapa topik, diantaranya perkawinan 

dan perceraian, uqubat (hudud, qishas, dan ta’zir), jual beli, bagi hasil (qiradl), gadai, 

musyaqah, muzara’ah, upah, sewa, memindahkan hutang (hiwallah), syuf’ah 

wakalah, pinjam meminjam arriyah), barang titipan, luqathah (barang temuan), 

jaminan (kafalah), sayembara (fi’alah), perseroan  (syirkhah), peradilan, waqaf, 
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hibah, penahanan dan pemeliharaan (al- hajr), wasiat dan faraid (pembagia harta 

warisan). 

 Akan tetapi ulama Hanafiah seperti Ibnu Abiddin berbeda pendapat dalam 

pembagian fikih. Dia membagi fikih menjadi tiga bagian, yaitu ibadah, muamalat 

dan uqubat. Cakupan fikih ibadah dalam pandangan mereka adalah shalat, zakat, 

puasa, haji dan jihad. Cakupan fikih muamalat adalah petukaran harta seperti jual 

beli, titipan, pinjam meminjam,perkawinan, mukhasammah (gugatan), saksi, hakim 

dan bersifat duniawi (muamallat), Fikih yang berhubungan denngan masalah 

keluarga peradilan, sedangkan cakupan fikih uqubat dalam pandangan ulama 

Hanafiah adalah qishas, sanksi pencurian, sanksi zina, sanksi menuduh zina dan 

sanksi murtad. 
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BAB III 

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM 

A. Asas Legalitas 

Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau prinsip, 

sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu  lex (kata benda) yang berarti 

undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan 

ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah “keabsahan sesuatu 

menurut undang undang”.18 

Adapun istilah legalitas dalam syari’at Islam tidak ditentukan secara jelas 

sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati 

demikian, bukan berarti syari’at Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang 

menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka 

yang tidak me- neliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menun- 

jukkan adanya asas legalitas.19 

Asas legalitas dipoulerkan melalui ungkapan dalam bahasa latin: Nullum 

Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali (tiada delik tiada hukuman sebelum 

ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi 

kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat 

dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau keseweenang-

wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan 

yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-

perbuatan illegal dan hukumanya. 

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari 

ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. 

Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak 

akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta 

pertanggungjawa- ban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari 

Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah 

kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang di- miliki, yaitu taklif yang sanggup 

di kerjakan. Dasar hukum asas legal- itas dalam Islam antara lain: 

Al-Qur’an surat Al-Isra’: 15 

اْتَزِرُْوَازِرَةٌْو ِْ 
َ
هَاْۗوَل ي 

َ
ْعَل

ُّ
ْفَاِنَّمَاْيَضِل

َّ
ْضَل سِهْٖۚوَمَن  ْلِنَف  تَدِي  تَدٰىْفَاِنَّمَاْيَه  رٰىْۗمَنِْاه  خ 

ُ
رَْا ْز 

اْ)ْالاسراۤء/
ً
ل عَثَْرَسُو  ىْنَب  بِي نَْحَته ِ

اْمُعَذ  نَّ
ُ
كْ  ْ(17ْْ:15وَمَا

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka 

Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan 

Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (keru- gian) 

 
18 Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum (,Jakarta: Pradnya Paramita, 1969),  h.63. 
19 Abd Qadir Audah, At-Tasyri al-Jinai al-Islami, h. 118. 
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dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 

lain, dan Kami tidak akan meng’azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul. 

Al-Qur’an surat Al-Qashash: 59 

ىْْ قُرٰىْحَته
 
لِكَْال انَْرَبُّكَْمُه 

َ
ْٓوَمَاْك عَثَْفِي  لِكِىْْيَب  اْمُه  نَّ

ُ
كْ يٰتِنَاْۚوَمَا

ٰ
ْا هِم  ي 

َ
اْعَل و 

ُ
ل ت  اْيَّ

ً
ل هَاْرَسُو  م ِ

ُ
ْا

نَْ)ْالقصصْ/ هَاْظٰلِمُو 
ُ
ل ه 

َ
اْوَا

َّ
قُرٰىْٓاِل

 
ْْ(28ْْ:59ال

Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-ko- ta, sebelum Dia mengutus 

di ibukota itu seorang Ra- sul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mer- 

eka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali 

penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman. 

Kaidah Fiqh 

بَلوُُرْوِدالنِِّص ْْ   لحُدوُدلَفَعَاِلالعقُلِاءقَ

Tidak ada hukuman bagi tindakan manusia sebelum adanya aturannya. 

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud. 

Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga 

diterapkan bagi kejahatan qishash dan diyat dengan diletakanya prosedur khusus dan 

sanksi yang ses- uai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi 

kedua katagori diatas. Menurut Nagaty Sanad, asas legalitas dalam Islam yang 

berlaku bagi kejahatan ta’zir adalah yang paling fleksibel, dibandingkan dengan 

kedua katagori sebelumnya. Untuk menerap- kan asas legalitas ini, dalam hukum 

pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi 

juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, 

keluarga, dan masyarakat melalui katagorisasi kejahatan dan sanksinya. 

Berdasarkan Asas legalitas dan kaidah “tidak ada hukuman bagi perbuatan 

mukallaf sebelum adanya ketentuan nas, 20  maka perbuatan mukalaf tidak bisa 

dikenai tuntutan atau pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian nas-nas dalam 

syari’at Islam belum berlaku sebelum diundangkan dan diketahui oleh orang banyak. 

Ketentuan ini memberi pengertian hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya 

nas yang mengundangkan. Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut 

yang dalam perkembangannya melahirkan kaidah :21 

  لرجعية في التشريع الجنائي

Tidak berlaku surut pada pidana Islam 

Penerapan hukum pidana Islam yang menunjukkan tidak berlaku surut, berdasarkan 

Firman Allah dalam surat An-Nisa’: 22 

 
20 Ibid., h. 316. 
21 Ibid 
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اْمَاْقَدْ 
َّ
سَاۤءِْاِل ِ

نَْالن  ْم ِ م 
ُ
بَاؤۤكُ

ٰ
حَْا

َ
اْمَاْنكَ كِحُو  اْتَن 

َ
تًاْۗوَسَاۤءَْوَل مَق  انَْفَاحِشَةًْوَّ

َ
فَْْۗاِنَّهْٗك

َ
ْسَل

اْْࣖ)ْالنساۤءْ/
ً

ل  ْ(4ْ:22سَبِي 

Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu 

amat keji dan dibenci Allaah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) 

Ketentuan hukuman riba dalam QS. Al-Baqarah: 275 

ْۗ مَس ِ
 
ال مِنَْ طٰنُْ ي  الشَّ طُهُْ يَتَخَبَّ ْ ذِي 

َّ
ال مُْ يَقُو  مَاْ

َ
اْك

َّ
اِل نَْ مُو  يَقُو  اْ

َ
ل بٰواْ الر ِ نَْ و 

ُ
ل
ُ
ك

 
يَأ ذِي نَْ

َّ
ل
َ
ا

بَْ
 
ال اِنَّمَاْ آْ و 

ُ
قَال ْ نَّهُم 

َ
بِا جَاۤءَهْْٗذٰلِكَْ ْ فَمَن  بٰواْۗ الر ِ مَْ وَحَرَّ عَْ بَي 

 
ال ْ ُ اللّٰه ْ

َّ
حَل

َ
وَا بٰواْۘ الر ِ ْ

ُ
ل مِث  عُْ ي 

حٰبُْالنَّْ ص 
َ
ٰۤىِٕكَْا ول

ُ
ْعَادَْفَا ِْْۗوَمَن  اللّٰه ىْ

َ
رُهْٗٓاِل م 

َ
فَْۗوَا

َ
هْٗمَاْسَل

َ
هْٖفَان تَهٰىْفَل ِ

ب  ْرَّ ن  عِظَةٌْم ِ ارِْْْۚمَو 

نَْ)ْالبقرة/ هَاْخٰلِدُو  ْفِي  ْ(2ْ:275هُم 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah dise- babkan mereka berkata 

(berpendapat), Sesungguhn- ya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 

tel- ah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahu- lu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terser- ah) kepada Allah. orang yang 

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni ner- 

aka; mereka kekal di dalamnya. 

Hukum pidana Islam pada prinsipnya tidak berlaku surut, namun dalam 

praktiknya ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku surut artinya perbuatan itu 

dianggap jarimah walaupun belum ada nas yang melarangnya. Alasan diterapakan 

pengecualiaan berlaku surut, karena pada jarimah-jarimah yang berat dan sangat 

berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dan 

kehebohan dikalangan umat muslim. 

Jarimah-jarimah yang diberlakukan surut yaitu : 

1. Jarimah Qadzaf (menuduh Zina) dalam surat An-Nur: 4 

2. Jarimah Hirabah dalm surat Al-Maidah: 33 
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B. Asas Amar Makruf Nahi Munkar   

 Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada 

kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr: menyuruh, ma’rûf: kebaikan, nahyi: 

mencegah, munkar: kejahatan. Abul A’la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan 

utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma’rifat 

(kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan- 

kejahatan.22 

 Menurut Maududi pengertian ma’ruf dan munkar sebagai Istilah ma’rûfât 

(jamak dari ma’rûf) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik 

sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah 

munkarât (jamak dari munkar) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang 

masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.23 

 Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi social 

engineering, sedang nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan 

hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah 

dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan 

individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan 

menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain 

sebagainya.24  Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu 

atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, 

kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas value (nilai) atau liberal apalagi 

sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau 

kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan 

orang lain. 

C. Asas teretorial 

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan 

melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan 

lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara toritis para fuqaha membagi 

dunia ini kepada dua bagian:25 

1. Negeri Islam 

2. Negeri bukan Islam 

Kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri dimana hukum Islam nampak 

di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam 

kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama dapat menjalankan 

hukum-hukum Islam. Penduduk negeri Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu sbb: 

1. Penduduk muslim, yaitu penduduk yang memeluk dan percaya kepada 

agama Islam. 

 
22 Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books), 2016, h.25. 
23 M. Yunan Nasution, Pegangan Hidup (3) (Jakarta :Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 

1981), h. 30-31. 
24 Asmawi, Filsafat Hukum Islam (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 50. 
25 Sukron Kamil, Syariah Islam dan Ham (Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, 

Hak-Hak Perempuan, dan Non- Muslim), h. 92. 
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2. Penduduk bukan muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi 

masih tetap dalam agama asal mereka. mereka ini terdiri dari dua bagian: 

a. Kafir zimmi, yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam dan 

tinggal di negara Islam, tetapi mereka tunduk ke- pada hukum dan 

peraturan Islam berdasarkan perjanjian yang berlaku; 

b. Kafir mu’ahad atau musta’man, yaitu mereka yang bukan 

penduduk negeri Islam, tetapi tinggal di negeri Islam un- tuk 

sementara karena suatu keperluan dan mereka tetap dalam agama 

asal asal mereka. Mereka tunduk kepada hukum dan peraturan 

islam berdasarkan perjanjian keamanan yang bersifat sementara. 

 Menurut konsepsi hukum Islam Asas teritorial yaitu hukum pidana Islam 

hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan. Abu Hanifah 

berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan atas jarimah (tindak pidana) yang 

dilakukan di dar as-salam, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan 

pemerintahan Islam tanpa melihat jenis jarimah maupun pelaku, muslim maupun 

non-muslim. 26  Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk 

wilayah-wilayah negeri muslim.27 

 Menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapakan atas jarimah-

jariamah yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim, zimmi 

maupun musta’man. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa terhadap penduduk 

muslim diber- lakukan hukum pidana Islam kerena ke-Islamannya, dan terhadap 

penduduk kafir zimmi karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat kepada 

peraturan Islam. Sedangkan alasan berlakunya hukum Islam untuk musta’man adalah 

bahwa janji keamanan yang memberi hak kepadanya untuk tinggal sementara di 

negeri Islam, diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk tunduk kepada hukum 

Islam selama ia tinggal di negeri Islam. Berdasarkan kesanggupan tersebut maka 

kedudukan musta’man sama dengan kafir zimmi. Walaupun orang musta’man itu 

hanya tinggal sementara, ia tetap dituntut dan dijatuhi hukuman apabila melakukan 

tindak pidana, baik yang menyinggung hak perseorangan maupun hak masyarakat.28 

 Bagi orang musta’min yaitu yang bertempat untuk sementara waktu di negeri 

Islam, maka adakalanya jarimah yang diperbuatnya menyinggung hak Tuhan, yakni 

hak masyarakat, seperti zina, mencuri dan sebagainya atau menyinggung hak 

perseorangan seperti jarimah qishas, qadzaf, penggelapan, perampasan barang dan 

sebagainya.29 

  Menurut Imam asy-Syafi’i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad (jumhur) 

berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan atas segala kejahatan yang 

dilakukan di mana saja selama tempat tersebut masih termasuk dalam daerah 

yuridiksi dar as-salam, baik pelakunya adalah seorang muslim, zimmiy maupun 

musta’min. Ini berarti bahwa aturan-aturan pidana tidak terikat oleh wilayah 

 
26 Abd al-Qadir ‘Audah, h. 280. 
27 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Ed.2, Cet.3) 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h.10. 
28  Sukron Kamil 
29 Ibid, h. 96. 
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melaink- an terikat oleh subyek hukum.30 Jadi setiap muslim tidak boleh melakukan 

tindakan-tindakan yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan atau 

diwajibkan di manapun ia berada. 

 Syariat Islam ditetapkan atas setiap jarimah yang diperbuat oleh orang 

muslim atau dzimmi di negeri bukan Islam. terhadap orang musta’min yang 

melakukan jarimah di negeri bukan-Islam, tidak dikenakan hukuman oleh negeri 

Islam, karena ia tidak diwajibkan tunduk kepada syariat Islam kecuali sejak ia 

memasuki negeri itu. Alasan penerapan hukuman atas orang-orang muslim dan 

dzimmi tersebut ialah bahwa antara jarimah yang diperbuat di dalam negeri Islam 

dengan yang diperbuat di luar negeri Islam tidak ada perbedaan, selama Islam 

melarang perbuatan itu. Kalau perbedaan negeri tidak mempengaruhi sifat larangan 

terhadap perbuatan itu, maka demikian pula hukumnya juga tidak dapat dipengaruhi. 

Juga untuk perbuatan – perbuatan yang tidak dilarang oleh negeri bukan Islam dan 

diperbuat oleh orang muslim atau dzimmi negeri itu, tetap dijatuhi hukuman, selama 

syariat Islam melarang perbuatan tersebut. Terhadap perbua- tan yang dilarang oleh 

bukan negeri Islam, tetapi tidak dilarang oleh syariat Islam, maka tidak dikenakan 

hukuman.31 

 Terhadap jarimah-jarimah yang diperbuat di luar negeri Islam, baik oleh 

orang-orang muslim atau orang dzimmi, maka tidak dihukumi menurut syariat Islam 

baik pembuatnya berasal negeri Islam yang pergi ke negeri bukan Islam, kemudian 

kembali ke negeri Islam, ataupun pembuatnya itu penduduk negeri bukan Islam, 

yang kemudian pindah ke negeri Islam. Alasan imam Abu Hanifah ialah bahwa dasar 

penerapan syariat Islam bukan ketundudukan mereka terhadap hukum-hukum Islam 

dimana pun mereka berada, melainkan kewajiban iman (penguasa) untuk 

menerapkannya, sedang ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum-

hukum islam di daerah dimana jarimah-jarimah itu terjadi, dan oleh karena itu 

apabila tidak ada kekuasaan, maka tidak wajib ada hukuman. Dengan perkataan lain, 

untuk mengadili sesuatu jarimah terlebih dahulu ada kekuasaan atas tempat 

terjadinya sesuatu jarimah waktu terjadinya, sedang negeri Islam tidak mempunyai 

kekuasaan atas tempat tersebut. Kelanjutannya ialah kalau tempat dimana jarimah itu 

terjadi pada kemudiannya masuk dalam kekuasaan negeri Islam, maka syariat Islam 

tidak boleh diterapkan atas jarimah tersebut, sebab pada waktu terjadinya jarimah itu 

kekuasaan tersebut belum lagi ada. 

 Kepindahan tersebut dapat terjadi, apabila orang dzimmi atau orang muslim 

yang memperbuat sesuatu jarimah di negeri Islam, kemudian pergi (lari) ke negeri 

bukan Islam. Dalam hal ini kepin- dahan tersebut tidak menghapuskan hukuman 

sebab jarimah tersebut sudah berhak sepenuhnya atas hukuman. Demikian pula 

dengan orang musta’min yang telah memperbuat jarimah di negeri Islam, kemudian 

kembali ke negerinya, maka kepulangannya ke negeri bukan Islam tidak 

menghapuskan tuntutan dan hukuman atas dirinya, manakala ia dapat dikuasai oleh 

penguasa negeri Islam. 

 Dapatlah disimpulkan bahwa jarimah-jarimah yang diperbuat di negeri 

bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim atau dzimmi), dengan 

 
30 Abdul Qadir Audah, h. 287. 
31 Syukron Kamil. h. 102. 
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merugikan orang bukan Islam (penduduk negeri bu- kan Islam) tidak dapat dihukum, 

karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah itu. Pengadilan negeri 

Islam juga tidak ner- hak memeriksa segi keperdataan yang timbul dari jarimah-

jarimah. Demikian pula halnya apabila keadaan si korban seperti orang mus- lim 

yang tertawan atau orang muslim yang pindah ke negeri Islam.32 

 Bagi orang dzimmi yang memperbuat jarimah di negeri-negeri bukan Islam, 

sedang ia telah meninggalkan sama sekali negeri Islam dengan niat tidak akan 

kembali, maka apabila dia masuk ke negeri Islam, tidak dikenakan hukuman atas 

perbuatannya itu, sebab dengan keluarnya dari negeri Islam, ia sudah menjadi orang 

harbi dan telah hilang pula status dirinya sebagai orang dzimmi, yang oleh karenanya 

ia tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Islam. Kalau ia pulang ke negeri Islam, 

maka kedudukannya adalah sebagai orang harbi mus- ta’min, sebagai orang dzimmi. 

 Bagi orang Islam yang berbalik agama (murtad) dan mening- galkan negeri 

Islam, kemudian memperbuat jarimah di negeri bukan Islam, dan sesudah itu ia 

masuk lagi ke negeri Islam, maka ia tidak di- jatuhi hukuman atas jarimahnya, 

meskipun ia menyatakan memeluk lagi agama Islam, sebab dengan murtadnya itu ia 

telah menjadi orang harbi, yang berarti pada waktu itu mengerjakan jarimahnya ia 

tidak terikat dengan hukum Islam. 

D. Asas Material 

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah 

segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun 

tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau 

ta’zir). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua 

macam: hudud dan ta’zir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah 

ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur’an maupun hadits. 

Sementara ta’zir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan, atau tidak 

jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur’an maupun hadits. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaan asas material ini lahirlah kaidah hukum pidana yang berbunyi: 

 هات ب بالش ودَ الحدُ ءوا ر د اِ 

Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat. 

 Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Asas 

pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, 

baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang 

dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat. Bentuk tobat dapat mengambil 

bentuk pembayaran denda yang disebut diyat, kafarat, atau bentuk lain, yakni 

langsung bertaubat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang 

menyatakan bahwa: “Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak 

berdosa”. 

 

 

 
32 Ibid, h. 98. 
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E. Asas Moralitas 

 Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam : 

1) Asas Adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima 

pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. 

2) Asas Rufiul Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana 

dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di 

bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila. 

3) Asas al-Khath wa Nis-yan yang secara harfiah berarti kesalahan dan 

kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut 

pertanggungan jawab atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan 

tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan 

atas surat al-Baqarah: 286. 

4) Asas Suquth al-‘Uqubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas 

ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal : pertama, 

karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas; 

kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti : petugas 

eksekusi qishash (al- gojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. 

Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti : 

membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya. 
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BAB IV 

TURUT BERBUAT TINDAK PIDANA (JARIMAH) 

 

A. Formulasi Turut Berbuat Jarimah Dan Bentuk-Bentuknya 

Tindakan kejahatan biasanya dilakukan oleh satu pihak dan ada juga yang 

dilakukan oleh beberapa pihak,maka bentuk persengkongkolan mencakup empat 

faktor yaitu: 

1. pelaku melakukan tindak pidana bersama orang lain (al-isytirak fi ghairih) 

2. pelaku bersepakat dengan orang lain melakukan tindak pidana (al-ittifaq) 

3. pelaku menghasut/menyuruh orang lain berbuat tindak pidana (al-tahridh) 

4. pelaku membantu/memberi kesempatan kepada orang untuk berbuat Jarimah 

dengan berbagai cara tanpa turut berbuat (al-‘ianah)   

      

Para pakar hukum pidana Islam membagi dua kategori untuk membedakan 

antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung: 

1. Turut berbuat langsung dalam tindak pidana disebut al-syariq al-mubashir 

perbuatannya disebut al-isytirak al-mubasyir 

2. Tidak turut berbuat langsung dalam tindak pidana disebut al-syariq al-

mutasabibb dan perbuatannya disebut al-isytirak al-tasabbubi33 

 

Berdasarkan aturan pelaku tidak langsung (orang yang menghasut) apabila turut 

melakukan tindak pidana yang dijatuhkan hukuman tertentu,maka tidak dikenakan 

dengan hukuman itu sendiri, sebab hukuman tersebut hanya dijatuhkan kepada 

pelaku langsung saja. Dengan perkataan lain, turut berbuat tidak langsung termasuk 

tindak pidana ta’zir, baik perbuatan yang dikerjakannya termasuk tindak pidana 

hudud atau qishash/diyat 

1. Turut berbuat  langsung dalam tindak pidana disebut al-syariq al-mubashir 

perbuatannya disebut al-isytirak al-mubasyir 

Menurut teori hukum pidana Islam, turut berbuat tidak langsung 

terjadi apabila pelaku Jarimah lebih dari seorang (persengkokolan). Imam 

Mazhab mengemukakan dua teori berbuat Jarimah Secara langsung: 

a) Teori al-tawafuq (tanpa kesepakatan) 

Menurut teori al- tawafuq orang yang melakukan kejahatan secara 

bersama sama tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu 

terjadi karena pengaruh psikologis dan pemikiran Secara tiba-tiba 

contohnya demonstrasi dan perkelahian secara keroyokan dalam kasus ini 

para pelaku masing- masing bertanggung jawab atas perbuatannya.  

 

b) Teori al-tamalu (adanya kesepakatan) 

Menurut teori al-tamalu pelaku kejahatan sepakat untuk berbuat 

Jarimah serta saling membantu dalam melaksanakannya. Contohnya 

pembunuhan dan perampokan pelaku masing-masing ambil bagian dari 

perannya misalnya ada yang membunuh mengambil uang perhiasan.para 

pelaku dalam kasus ini masing-masing bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Ada terdapat tiga kriteria terjadinya turut berbuat jarimah, 

yaitu: 

 
33 Adul Qodir Audah, h. 360. 
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1. Perbuatan yang diancam dengan hukuman 

2. Adanya kesepakatan/kesempatan untuk berbuat membantu melakukan 

kejahatan 

3. Adanya tujuan masing-masing pelaku atas perbuatannya yang diancam 

hukuman. 

 

2. Turut Berbuat Jarimah Tidak langsung (isytirak bi al-tasabbubi) 

Turut berbuat tidak langsung ialah setiap orang yang melakukan 

perjanjian dengan orang lain atas perbuatan yang melanggar hukum, atau 

menghasut (al-hardhu) memberikan bantuan pada perbuatan disertai sengaja, 

kesepakatan atau menyuruh serta memberikan bantuan kepada pelaku.  

Mengacu kepada terminologi di atas, menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa kriteria tentang turut berbuat tidak langsung. Abdul Qadir Audah 

memberikan dua kriteria tentang turut berbuat tidak langsung sebagai berikut: 

a. adanya perbuatan yang dapat dihukum (fi’lu al-mu’aqib alaih) 

b. adanya kesepakatan (al-ittifaq), menghasut (al-hardhu) atau membantu 

(al-i’anah) untuk melakukan perbuatan Jarimah 

Dari kriteria diatas perlu dijelaskan unsur yang terdapat pada kriteria 

kedua yaitu: al-ittifaq, al-hardhu, dan al-i’ anah 

1. Kesepakatan 

Hal ini terjadi apabila adanya kesepakatan sebelum melakukan 

Jarimah. Jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak dianggap turut 

berbuat Jarimah. Kasus kejahatan terjadi karena konsukwensi dari kesepakatan. 

Jika seseorang sepakat dengan orang kedua untuk membunuh orang ketiga, 

orang ketiga tersebut telah mengetahui apa yang diperbuat dan harus 

dilakukan, kemudian ia pergi ke tempat orang kedua Yang akan melaksanakan 

pembunuhan atas dirinya dan orang ketiga hendak membunuhnya terlebih 

dahulu. Dari pendapat diatas dianut oleh sebagian besar jumhur fuqaha, kecuali 

imam Malik berpendapat lain, yaitu apabila terjadi kesepakatan antara 

seseorang dengan orang lain dimana yang satu menjadi pelaku langsung, 

sedang yang lain tidak berbuat, tetapi menyaksikan terjadinya tindak pidana, 

maka orang yang menyaksikan langsung dianggap sebagai “teman berbuat 

langsung” 

 

2. Menyuruh membujuk menghasut 

Maksudnya membujuk orang lain untuk melakukan tindak 

pidana.apabila pelaku memang sudah akan berbuat tindak pidana, sekalipun 

tidak ada hasutan atau bujukan, maka bujukan tersebut tidak dikatakan sebagai 

pendorongnya. Akan tetapi jika yang mengeluarkan perintah/bujukan 

mempunyai otoritas (al-sulthan), seperti orang tua terhadap anaknya atau guru 

terhadap muridnya, maka perintah tersebut dianggap sebagai paksaan.kalau 

yang diperintah itu tidak di bawah umur,gila,dungu,dan yang memerintah tidak 

punya kekuasaan atasnya maka perintahnya dianggap bujukan biasa yang jadi 

menimbulkan tindak pidana atau tidak. 
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3. Memberi bantuan 

Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam melakukan 

tindak pidana dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak 

ada kesepakatan sebelumnya, seperti melakukan pembunuhan atau pencurian 

bagi orang lain. Perbedaan antara orang yang menolong dengan pelaku ialah: 

kalau pelaku adalah orang yang berbuat atau mencoba berbuat pekerjaan yang 

dilarang, maka pemberi bantuan tidak berbuat melainkan hanya menolong 

pelaku, dengan perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan 

yang dilarang, ataupun sebagai pelaksanaan terhadap perbuatan tersebut.34 

B. Sanksi-Sanksi Hukum Akibat  Turut Berbuat Jarimah 

Pada dasarnya menurut syariat islam,hukuman – hukuman yang telah 

ditentukan jumlahnya yakni dalam tindak piadana hudud dan qishash dijatuhkan atas 

pembuat langsung tindak pidana bukan pembuat tidak langsung .Berdasarkan aturan 

ini maka siapa turut berbuat tindak pidana hudud dan qishash tidak dijatui hukuman 

yang telah ditentukan jumlahnya,bagaimana bentuk turut berbuatnya itu melainkan 

dijatuhi hukuman ta’zir. 

Alasan khusunya aturan tersebut untuk tindak pidana hudud dan qishash 

ialah karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat 

berat dan kawan pembuat  tidak langsung meruapakan syubhat yang bisa 

menghindarkan had .kawan pembuat tidak langsung pada umumya tidak sama 

bahayanya seperti membuat langsung oleh karena itu tidak sama hukumnya.  

Meskipun aturannya ada kalau sekiranya perbuatan pelaku tidak langsung 

dapat dipandang sebagai pelaku utama karena pelaku utama hanya sebagai alat 

semata-mata, maka  pelaku tidak langsung tersebut dijatuhi hukuman had atau 

qishash. Menurut imam Malik sendiri : kawan berbuat tidak langsung,bagaimana 

juga carannya dianggap sebagai pelaku langsung . Apabila ia menyaksikan terjadinya 

tindak pidana,dan apabila pelaku utama tidak sanggup melaksanakan kawan berbuat 

tidak langsung yang akan melaksanakan atau bekerjasama dengan orang lain. 

Apakah aturan di atas, yaitu perbedaan hukum antara pelaku utama dengan 

kawan berbuat tidak langsung berlaku juga bagi tindak pidana ta’zir? Kalau 

mempersamakan tindak pidana ta’zir atas tindak pidana hudud dan qishash,maka 

hukuman perbuatan tidak langsung karena aturan yanga berlaku pada tindak pidana 

hudud dan qishash pada qalibnya juga berlaku pada tindak pidana hudud dan qishash 

,pada qalibnya juga berlaku pada tindak pidana ta’zir. 

Bahwa aturan perbedaan tersebut yang berlaku untuk tindak pidana hudud 

dan qishash, dimana perbedaan tersebut ialah beratnya hukuman maka tindak pidana 

ta’zir tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku dengan pelaku tidak langsung, 

sebab masing-masing perbuatan tersebut termasuk tindak pidana ta’zir dan 

hukumannya juga ta’zir.35 

Sedang syariat tidak memisah-misahkan anatara  satu jarimah ta’zir dengan 

jarimah ta’zir lainnya, selama hakim mempunyai otoritas dalam menentukan berat 

 
34 Al-Rahmi. Juz. VII, h. 244.  
35 Adul Qadir Audah, h. 367. 
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ringannya hukuman ta’zir. Oleh karena itu tidak perlu membedakan antara hukuman 

perbuatan langsung dengan perbuatan tidak langsung karena perbuatan tidak 

langsung mungkin saja lebih berat atau lebih ringan atau sama hukumannya dengan 

pelaku langsung,sesuai dengan kondisi dan situasi masing masing pelaku dan 

perbuatannya . 

 

C. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertanggung Jawaban Pidana  

Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana, karena 

adanya perbuatan melawan hokum baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun 

tidak berbuat yang diharuskan oleh syariat. Para pakar hukum sependapat bahwa 

sebeb adanya pertanggungjawaban pidana apabilah memenuhi 3 persyaratan yaitu:  

1. Mengetahui  

Dalam pengertian mengetahui cukup dengan kemungkinan mengetahui. Jadi 

apabilah seseorang telah dewasa dan berakal, serta mendapat kesempatan untuk 

melakuakan perbuatan yang dilarang maka orang tersebut dapat di pidana kerena 

sudah dianggap tahu akan peraturan. Sebagaimana pakar hukum pidana (abdul qodir 

audah) berpendapat bahwa : “didalam dalam negeri islam tidak dapat diterimah 

alasan tidak mengetahui ketentuan ketentuan hukum”.  

 

2. Lupa  

Lupa adalah alasan yang umum alasan yang umum baik dalam urusan 

ibadah ataupun kepidanaan. Pada dasarnya, orang yang mengejarkan perbuatan yang 

dilarang dengan lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman. 

Hapusnya pertanggung jawaban pdana dari orang yang lupa berarti hapusnya 

pertanggung jawab perdata dari padanya, karena harta dan jiwa mendapat jaminan 

keselamatan (ma’shum) dan alasan-alasan syara’ tidak berlawanan dengan jaminan 

tersebut.36  

 

3. Keliru  

Para pakar hukum pidana Islam telah mengemukakan 2 kriteriah tentang 

perbuatan  keliru atau tidak yaitu  

a. Jika seorang pembuat mengerjakan sesuatu perbuatan mubah (tidak 

dilarang) atau di sangkanya mudah kemudian perbuatan itu menimbulkan 

keadaan tidak mubah.  

Contohnya : orang pemburuh orang yang mengarahkan tembakan kepada 

hewan ternyata manusi yang terkena.  Contoh kasus orang: seseorang 

membuat lobang dijalan umum dengan seizing yang berwajib tetapi tidak 

mengadakan tindakan seperlunya sehingga mengakibatkan terjerumusnya 

orang lain.  

b. Jika suatu perbuatan tidak mubah dikerjakan oleh pelaku, atau pelaku 

menjadi sebebnya tanpa adanya keadaan yang memaksa.37 

 

 

 
36ibid 
37 Ibid  
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BAB V 

MACAM-MACAM  JINAYAH/JARIMAH DARI SEGI  

BERAT RINGANNYA HUKUMAN 

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga 

macam yakni: 

1. Jarimah Hudud 

 Jarimah hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam 

hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan  publik.  Namun  

demikian  tidak  berarti  bahwa  jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan 

pribadi sama sekali. Jarimah hudud ialah jarimah-jarimah yang diancam hukuman 

had. Pengertian   hukuman   had,   sebagaimana   dikemukakan   oleh Abdul Qadir 

Audah adalah:  

الحا ةبوقعلا وه دلماعت هللا قح ةردقلى . 

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara  ’dan 

merupakan hak Allah.38 

 Dari  pengertian  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  ciri khas jarimah 

hudud adalah sebagai berikut:  

a. Hukuman   tertentu   dan   terbatas,   dalam   arti  bahwa   hukuman tersebut 

telah ditentukan oleh syara ’dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 

b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak 

manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan. Oleh 

karena hukuman had merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak 

dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau 

keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.  

 Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam 

jarimah hudud ada tujuh macam yakni:  

1)  Zina.  

2)  Murtad (riddah).  

3)  Pemberontakan (al-baghy).  

4)  Tuduhan palsu telah berbuat zina (qadzaf). 

5)  Pencurian (sariqah) 

6)  Perampokan (hirabah) 

7)  Minum-minuman keras (shurb al-khamar) 

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap  hukuman  

yang  dikehendaki  oleh  kepentingan  umum (masyarakat),  seperti  untuk  

 
38 Abdul Kadir Audah, h. 67. 
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memelihara  ketentraman  dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan 

hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.39 

2. Jarimah Qishash dan Diyat 

Kategori berikutnya adalah qishash dan diyat. Sasaran dari kejahatan ini 

adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang 

dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia 

(crime against persons). Yang termasuk dalam jarimah qishash dan diyat diantaranya 

adalah: 

1) Pembunuhan sengaja ( القتل العمد) 

2) Pembunuhan menyerupai sengaja ( القتل شبه العمد ) 

3) Pembunuhan karena kesalahan ( القتل الخطاء ) 

4) Penganiayaan sengaja ( الجناية على ما دون النفس عمدا ) 

5) Penganiayan tidak sengaja ( الجناية على مادون النفس خطاء ) 

Baik  qishash  maupun  diyat,  kedua-duanya  adalah  hukuman yang  sudah  

ditentukan  oleh  syara’.  Perbedaannya  dengan  hukuman had adalah bahwa 

hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak 

manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman 

qishash dan diyat merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan 

atau digugurkan  oleh korban  atau keluarganya,  sedangkan  hukuman  had tidak 

bisa dimaafkan atau digugurkan. Jarimah-jarimah qishash–diyat kadang-kadang 

disebut oleh para fuqaha’ dengan jinayat atau al-jirrah atau ad-dima.40 

3. Jarimah Ta’zir  

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. 

Pengertian ta’zir menurut bahasa ialah ta’dib artinya memberi pelajaran atau 

pengajaran. Ta’zir juga diartikan dengan ar-raaddu wal man’u  yang  artinya  

menolak  dan  mencegah.  Sedangkan  pengertian ta’zir  menurut  istilah 

sebagaimana   dikemukakan   oleh  Imam  Al- Mawardi adalah:  

دودلحتشرع فيها ا لمالتعزير تأديب على ذنوب  .  

Ta’zir adalah  pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan 

hukumnya oleh syara’.  

Berdasarkan  definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta’zir adalah hukuman 

yang belum ditetapkan oleh syara  ’dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan 

kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui 

bahwa ciri khas jarimah ta’zir adalah sebagai berikut:  

 
39 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks 

Modernitas (Bandung: As Syaamil,  2001), h.22. 
40Sulaiman Rasjid, Hukum Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006), h. 

149. 



32  

1) Hukumannya  tidak tertentu  dan tidak terbatas,  artinya  hukuman tersebut belum 

ditentukan oleh syara ’ dan ada minimal dan maksimal.  

2) Penentuan  hukuman  tersebut  adalah  hak  penguasa  (ulil  amri/hakim).  

 Topo Santoso menjelaskan bahwa landasan dan penentuan hukumannya 

(ta’zir) di dasarkan pada ijma’ (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk 

menghukum  semua  perbuatan  yang  tidak  pantas,  yang  itu menyebabkan  

kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau 

masyarakat secara keseluruhan. Maksud   pemberian   hak   penentuan   jarimah-

jarimah   ta’zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat 

danmemelihara    kepentingan-kepentingannya    serta   bisa   menghadapi keadaan 

yang mendadak dengan sebaik-baiknya.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika , Jakarta, 

2000, h. xii 
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BAB VI 

JARIMAH HUDUD 

Dalam fiqh Jinayah, jarimah Hudud terbagi dalam beberapa tindak pidana, 

yaitu: 

1. Jarimah Zina 

a. Pengertian Zina 

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya 

ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur 

syubhat.42Zina termasuk dalam kategori dosa besar.Secara bahasa, kata zina berasal 

dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata zina-yazni-zinan yang mempunyai arti berbuat 

zina, pelacuran, perbuatan terlarang. 43Secara harfiah, zina berarti fahisyah, yaitu 

perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut overspel. 44  Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut: 

• Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat 

oleh hubungan pernikahan (perkawinan) 

• Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan 

seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang 

terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.45 

Ibnu rusyd mendefisinikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi 

bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu (syubhat) dan bukan pula 

kepemilikan terhadap budak. Para ulama dalam memberikan definisi tentang zina ini 

berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini penulis 

akan mengemukakan definisi tentang zina menurut beberapa madzhab sebagimana 

yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, diantaranya: 

Menurut pendapat Malikiyah Zina adalah “persetubuhan yang dilakukan 

oleh orang mukalaf terhadap farjimanusia (wanita) yang bukan miliknya secara 

disepakati dengan kesengajaan. 46  Pendapat Hanafiyah mengatakan Zina adalah 

“nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan 

yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil 

yang dilakukan oleh orang- orang kepadanya berlaku hukum islam dan wanita 

tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya”. 47  Pendapat 

Syafi‟iyah Zina adalah “memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena 

zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat”. 48 

 
42 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 37. 
43Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: 

Yayasan Ali Maksum, 1996), h. 102. 

44 S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), 

h. 479. 
45Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

Ed-3, 2005), h. 1136. 

46 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 7. 
47Ibid. 
48Ibid. 
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Sedangkan menurut pendapat Hanabilah Zina adalah melakukan perbuatan keji 

(persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.49Apabila kita perhatikan 

beberapa definisi di atas, maka ada sedikit perbedaan dalam redaksi dan susunan 

kalimatnya, akan tetapi dalam intinya hampir sama, yaitu bahwa zina adalah 

hubungan kelamin antara  seorang laki- laki dan perempuan di luar nikah. 

b. Unsur-Unsur Jarimah Zina 

Dari beberapa definisi tentang zina yang telah dikemukakan oleh para ulama 

tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah itu ada dua, yaitu: 

1. Persetubuhan yang diharamkan50 

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji 

(kemaluan). Yang dimaksud persetubuhan disini adalah masuknya alat kelamin laki-

laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun cuman sedikit atau dengan adanya 

penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuanya, selama penghalangnya 

tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. 

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah 

persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.Dengan demikian apabila 

persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, 

maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhanya 

diharamkan karena suatu sebab.Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan 

tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena 

zatnya.Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa 

Ramadhan.Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina. 

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak 

dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman hadd, melainkan suatu perbuatan 

maksiat yang diancam dengan hukuman ta‟zir, walaupun perbuatanya itu merupakan 

pendahuluan dari zina. Contohnya, mufakhadzah (memasukkan penis di antara dua 

paha), atau memasukanya ke  dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji. 

Demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat yang lain yang merupakan pendahuluan 

dari zina dikenakan hukuman ta‟zir. Contohnya seperti berciuman, berpelukan, 

bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah.Perbuatan ini merupakan 

rangsangan terhadap perbuatan zina dan harus dikenai hukuman ta‟zir.51 

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah (Q.S. 

al-Israa‟ ayat 32): 

انَْفَاحِشَةًْۗوَسَاۤ
َ
نىْٰٓاِنَّهْٗك ِ

رَبُواْالز  اْتَق 
َ
اْ)ْالاسراۤء/وَل

ً
ل  ْ(17ْْ:32ءَْسَبِي 

 
49Ibid.,h. 7. 
50Ibid.,h. 8. 
51Ibid.,h. 9. 
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Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 

yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk (Terjemahan Qur‟an Surat al-

Israa‟:32).52 

Berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan 

mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan hukuman ta‟zir.53 

2. Adanya kesengajaan atau niat yang  melawan  hukum54 

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang 

melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan 

(persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang 

diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu 

perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya 

haram maka ia tidak dikenai hukum hadd. Contohya, seperti seseorang yang menikah 

dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan 

kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan 

tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-

benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya 

yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya 

kepada bekas suaminya yang telah menalaknya  dengan talak bain dan wanita itu 

tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya.55 

Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan 

yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada 

pada saat dilakukanya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukanya 

perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya 

ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang 

dilakukannya. Contohnya, seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita 

pembantunya, tetapi ia memasuki kamar yang didapatinya adalah istrinya dan 

persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka perbuatan tidak dianggap zina karena 

pada saat dilakukanya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum. Contoh lain 

adalah seseorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang 

bukan istrinya, tetap terdapat kekeliruan ternyata yang yang disetubuhinya adalah 

istrinya sendiri maka perbuatan itu tidak dianggap zina, karena itu bukan 

persetubuhan yang dilarang. 

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada 

prinsipnya, di negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak diterima. Dengan demikian 

apabila seorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan 

maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak 

menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina. Akan tetapi, para fuqaha‟ 

memperbolehkan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit 

baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja masuk 

Islam tapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit 

 
52Al-Qur’an Terjemahan, (Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2008), h. 227 
53 Ahmad Wardi Muslich, h. 9. 
54Ibid., h. 25. 
55Ibid., h. 26. 
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baginya untuk mempelajari hukum-hukum Islam.  Atau contoh lain orang yang gila 

kemudian sembuh tapi ingatanya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena 

ingatannya belum sempurna ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh 

hukum. Dalam contoh ini, alasan tidak tahu hukum merupakan sebab hilangnya 

unsur melawan hukum. 

Apabila seseorang tidak tahu tentang fasid atau batalnya suatu pernikahan 

yang mengakibatkan persetubuhanya bisa dianggap sebagai zina, sebagian ulama‟ 

berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima karena hal itu dapat 

mengakibatkan gugurnya hukuman hadd. Disamping itu merupakan suatu kewajiban 

bagi setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh syara‟. 

Akan tetapi sebagian ulama‟ lain berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa 

diterima, dengan alasan untuk mengetahui hukum diperlukan pemahaman dan 

kadang itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian, menurut pendapat 

yang kedua, tidak tahu hukum tersebut merupakan syubhat yang dapat 

menggugurkan hukuman hdd, tetapi tidak membebaskan dari hukuman ta‟zir. 

Mereka beralasan juga dengan keputusan sahabat dalam kasus seorang wanita yang 

kawin dalam masa iddahnya. Ketika peristiwa itu diajukan kepada khalifah Umar, 

beliau mengatakan pada pasangan tersebut; “apakah kalian berdua mengetahui 

bahwa perkawinan macam ini dilarang?” keduanya menjawab; “tidak.” Maka 

Sayidina Umar berkata; “andaikata kalian berdua mengetahuinya maka saya pasti 

merajam anda.” Kemudian Sayyidina Umar menjilid mereka dengan beberapa 

cambukan dan menceraikan mereka.56 

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara diterimanya alasan tidak 

tahu hukum dengan alasan tentang batalnya pernikahan. Diterimanya alasan tidak 

tahu hukum menyebabkan dibebaskannya pelaku dari hukuman, karena hapusnya 

niat yang melawan hukum dari pelaku. Adapun alasan diterimanya alasan tentang 

tidak tahu batalnya pernikahan, bagi golongan yang menerimanya, tidak 

menghapuskan niat  yang melawan hukum, melainkan merupakan syubhat yang 

menghapuskan hukuman hadd dan namun tetap dikenai hukuman ta‟zir. 

c. Hukuman Zina 

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah 

dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya 

maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa‟ 

ayat 15 dan 16 : 

اْْوَْ  شَهِدُو  ْ فَاِن  ْْۚ م 
ُ
ك ن  م ِ بَعَةًْ ر 

َ
ا ْ هِنَّ ي 

َ
عَل اْ هِدُو  تَش  فَاس  ْ م 

ُ
سَاۤىِٕك ِ

 
ن ْ مِن  فَاحِشَةَْ

 
ال نَْ تِي 

 
يَأ ْ تِي 

ه
ال

تِيْٰ
 
يَأ ذٰنِْ

َّ
وَال اْ

ً
ل سَبِي  ْ هُنَّ

َ
ل ْ ُ ْاللّٰه

َ
عَل ْيَج  و 

َ
ا تُْ مَو 

 
ال ْ ىهُنَّ يَتَوَفه ىْ تِْحَته بُيُو 

 
ال فِىْ ْ هُنَّ و 

ُ
سِك م 

َ
نِهَاْْفَا

)ْْمِْ مًاْ حِي  رَّ ابًاْ تَوَّ انَْ
َ
ك ْ َ اللّٰه ْ اِنَّ هُمَاْْۗ عَن  اْ رِضُو  ع 

َ
فَا حَاْ

َ
ل ص 

َ
وَا تَابَاْ ْ فَاِن  هُمَاْْۚ ذُو 

ٰ
فَا ْ م 

ُ
ك ن 

ْْ(16-4ْْ:15النساۤءْ/

 
56Ibid., h. 26. 
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Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 

empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya) kemudian apabila 

mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) 

dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi 

jalan yang lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan 

perbuatan keji diantara kamu maka berilah hukuman kepada keduanya, 

kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah 

mereka.Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang (16).( 

Q.S.an-Nisaa‟:15-16).57 

Setelah Islam mulai berkembang, terjadi beberapa perubahan dalam hukuman 

zina ini, yaitu dengan turunnya surat an-Nur ayat 2: 

ْْ ا
َ
ل دَةٍِْۖوَّ

 
جَل مِائَةَْ هُمَاْ ن  م ِ ْوَاحِدٍْ

َّ
ل

ُ
اْك لِدُو  فَاج  ْ ي  انِ انِيَةُْوَالزَّ لزَّ

َ
ْْا ِ دِي نِْاللّٰه ْ فِي  فَةٌْ

 
رَأ بِهِمَاْ ْ م 

ُ
ك خُذ 

 
تَأ

نَْ)ْالنْ  مِنِي  مُؤ 
 
نَْال ْعَذَابَهُمَاْطَاۤىِٕفَةٌْم ِ هَد  يَش 

 
وَل خِرِْۚ

ٰ
ا
 
مِْال يَو 

 
ْوَال ِ نَْبِاللّٰه مِنُو  ْتُؤ  تُم  ن 

ُ
ْك :24ْْور/اِن 

2)ْ 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina  maka deralah tiap-tiap 

seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 

beriman kepada Allah dan mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, 

jika kamuberiman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. 

(Q.S an-Nur: 2).58 

Adapun sunah qauliyah yang  menjelaskan hukuman zina antara lain adalah 

sebagai berikut: 

Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim 

telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin 

Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah 

(hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita- wanita 

yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki- laki dan perempuan yang 

masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan 

antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus 

kali dan dirajam.59 

Dengan turunnya surat an-Nur ayat 2 dan sabda Rasulullah ini maka 

hukuman untuk pezina yang tercantum dalam surat an-Nisaa‟ ayat 15 dan 16 tersebut 

 
57Al-Qur’an Terjemahan,  h. 63. 
58Ibid., h. 279 
59 Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, Terj. Thoriq Abdul Aziz 

At-Tamimi dan Fathoni Muhammad, “ Syarah Shahih Muslim”, Jilid 8, (Jakarta:Darus Sunnah Press, 

2010), h. 361. 
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di atas menjadi hapus (mansukh). Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina 

berdasarkan ayat dan hadits di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut: 

a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang 

belum berkeluarga (ghairu muhshan) 

b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (muhshan) di samping dera seratus 

kali.60 

Ulama yang tidak menerima nasikh mansukh, surat an-Nisaa‟ ayat 15-16 

tersebut tetap berlaku dan tidak dinasakh oleh surat an-Nur ayat 2. Hanya saja 

penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surat an- Nisaa‟ ayat 15 berlaku bagi 

wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (lesbian), sedangkan ayat 16 

berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual (liwath), dan surat an-Nur ayat 2 

berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina. 

Dari ayat dan hadits yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa 

hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia 

belum berkeluarga (ghairu muhshan) atau sudah berkeluarga (muhshan). 

1. Hukuman untuk Pezina Ghairu Muhshan 

Zina ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghairu muhshan ini ada 

dua macam, yaitu: 

a. Hukuman Dera 

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka dikenai  

hukuman dera sebanyak seratus kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. 

Dalam Q.S. an-Nur ayat 2 dan sabda nabi Muhammad SAW. sebagaimana hadits 

yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas. 

Hukuman dera adalah hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditetapkan 

oleh syara‟. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda 

pelaksanakannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. 

Disamping telah ditentukan oleh syara’, hukuman dera juga merupakan hak 

Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau  individu tidak berhak 

memberikan pengampunan.61 

b. Hukuman Pengasingan 

Hukuman yang kedua untuk pezina ghairu muhshan adalah hukuman 

pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah bin 

ash-Shamit yang telah tersebukan di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib 

dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera atau tidaknya, para ulama’ 

 
60 Ahmad Wardi Muslich, h. 28. 
61 Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, al- Mizan al-Kubro, Jilid II, 

(Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 131-132. 
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berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman 

pengasingan tidak wajib dilaksanakan.62 

Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara 

dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun apabila hal itu dipandang 

maslahat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan  

merupakan hukuman hadd, melainkan hukuman ta‟zir. Pendapat ini juga merupakan 

pendapat Syi‟ah Zaidyah. 63  Alasannya adalah bahwa hadits tentang hukuman 

pengasingan ini dihapuskan (dimansukhkan) dengan surat an-Nur ayat 2.64 

Jumhur ulama‟ yang terdiri atas Imam Malik, Syafi‟i, dan Ahmad 

berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan 

hukuman dera seratus kali. 65  Dengan demikian menurut jumhurul, hukuman 

pengasingan ini termasuk hukuman hadd, dan bukan hukuman ta‟zir. Dasarnya 

adalah hadits Ubadah bin ash- Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum: 

 ..Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu 

tahun… 

Disamping hadis tersebut, jumhur juga beralasan dengan tindakan sahabat 

antara lain Sayyidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dengan 

pengasingan ini, dan  sahabat- sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. 

Dengan demikian maka hal ini bisa juga disebut ijma‟.66 

Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama‟ juga 

berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku 

untuk laki-laki sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Sebabnya adalah karena 

wanita itu aurat  yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Disamping itu, apabila 

wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai mahram dan mungkin pula disertai 

mahram. Dan apabila tidak disetai mahram maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, 

karena Rasulullah SAW. melarang seorang wanita untuk berpergian tanpa disertai 

oleh mahramnya. Dalam sebuah hadits sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad 

Wardi Muslich dalam bukunya, Rasulullah bersabda: 

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Alllah dan hari akhir 

untuk berpergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama 

muhrimnya.”67 

Sebaliknya, apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang 

mahram, maka hal ini sama saja mengasingkan orang yang tidak melakukan 

perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa sama sekali, 

yaitu mahramnya si wanita itu. Oleh karena itu, Malikiyah mentakhsiskan hadits 

 
62Ibid. 
63Abdul al-Qadir al-Audah, At-Tasyri‟ al-Jinaiy al-Islamy, juz II, (Beirut, Dar al-Kitab al-

Arabi, t.t.), h. 380. 
64 Muhammad Abu Syahbah, Al-Hudud fi al-Islam, (Kairo: Hafiah al- Ammah Li Syuuni al- 

Mathabi‟ al-Amiriyah, 1974), h. 170. 
65 Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al Anshori. 
66 Abdul al-Qadir al-Audah, h. 346. 
67 Ahmad Wardi Muslich, h. 31 
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tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja 

dan tidak  memberlakukan untuk perempuan.68 

Menurut madzhab Syafi‟i, Hanbali, dan Zhahiriyah, hukuman pengasingan 

berlaku kepada setiap orang yang melakukan zina ghairu muhshan, baik itu laki-laki 

maupun perempuan. Alasannya adalah dengan berpedoman kepada keumuman hadits 

yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah disebutkan 

di atas.69 

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan juga diperselisihkan oleh para 

fuqaha‟. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi’ah Zaidiyah, pengasingan itu 

pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, pelaksanakan 

hukuman pengasingan adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di 

tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut Imam 

Syafi‟i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari 

daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa 

dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak 

melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, 

kelompok Syafi‟iyah membolehkan penahan orang yang terhukum di tempat 

pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah 

asalnya. 

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, 

ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannya dihitung 

sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah 

dilaksanakannya sebelum ia melarikan diri. Akan tetapi, kelompok Hanabillah dalam 

kasus ini tetap memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan 

tidak dihitung dari masa pengembaliannya. 

Kemudian apabila orang yang terhukum ketika di tempat pengasingannya 

melakukan perzinaan lagi, maka ia didera seratus kali setelah itu diasingkan lagi ke 

tempat yang lain, dengan 

Perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa 

pengasingan lama yang belum selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, 

Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad, tetapi kelompok Zhahiriyah berpendapat 

bahwasanya orang yang terhukum harus menyelesaikan sisa masa pengasingannya 

yang lama, setelah itu baru dimulai dengan masa pengasingan yang baru.70 

2. Hukuman untuk Zina Muhshan 

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan 

yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhshan ini 

ada dua macam yaitu: 

a. Dera seratus kali, dan 

b. Rajam 

 
68Ibid.,h. 32. 
69 Abdul al-Qadir al-Audah, h. 381 
70 Ahmad Wardi Muslich, h. 32 
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Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada al- Qur‟an surat an-Nur ayat 

2 dan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas. Sedangkan 

hukuman rajam juga didasarkan kepada sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah 

bin ash- Shamit di atas. 

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai 

meninggal.71 Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima 

oleh hampir semua fuqaha‟, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. 

Karena mereka ini tidak mau menerima hadits kecuali hadits yang sampai kepada 

tingkatan mutawattir. Menurut mereka (khawarij), hukuman untuk jarimah zina baik 

itu muhshan maupun ghairu muhshan adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan 

firman Allah dalam al- Qur‟an surat an-Nur ayat 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 Abdul al-Qadir al-Audah, h. 384 
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2. Jarimah Menuduh Zina (Qadzaf) 

a. Pengertian Qadzaf 

Qadzaf dalam arti bahsa adalah  الرميبالحجارةونحوها artinya melempar dengan 

batu dan lainnya.72 Qadzaf dalam istilah syara’ ada dua macam yaitu: 

• Qadzaf yang diancam dengan hukuman had, dan 

• Qadzaf yang diancam hukuaman ta’zir. 

Pengertian qadzaf yang diancam dengan hukuman had adalah: 
 رمي المحصن با لزنا أونفي نسب 

Menuduh orang yang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan 

tuduhan yang menghilangkan nasabnya. 

Sedangkan arti qadzaf yang diancam dengan hukuman ta’zir adalah: 
 الرمى بغير الزنا أونفي النسب سواء كان من رمى محصنا أوغير محصن 

Menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan 

nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshan maupun ghair muhshan. 

Dari definisi qadzaf ini, Abdur Rahman Al-Jaziri mengatakan sebagai 

berikut: 
 القذ ف عبارة أن يتهم شحص أخر بالزنا صريحا أودلا لة

Qadzaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang 

lain dengan tuduhan zian, baik dengan menggunakan lafaz yang sharih (tegas) 

atau secara dilalah (tidak jelas) 

 

b. Unsur-Unsur Qadzaf 

             Unsur-unsur qadzaf ada tiga macam, yaitu sebagai berikut : 

a. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab. 

b. Orang yang dituduh adalah orang yang muhshan. 

c. Adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum.73 

Selanjutnya akan dirinci unsur-unsur di atas. 

 

1.  Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab 

Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan 

melakukan zina atau tuduhan yang menghilangkan nasabnya, dan ia (pelaku 

penuduh) tidak mampu membuktikan yang dituduhkannya. Tuduhan zina 

kadang-kadang menghilangkan nasab korban dan kadang-kadang tidak. Kata-

kata seperti ياابنالزنا “Hai anak zina”, menghilangkan nasab anaknya dan sekaligus 

menuduh ibunya berbuat zina. Sedangkan kata-kata seperti “hai pezina” hanya 

menuduh zina saja dan tidak menghilangkan nasab atau keturunannya.74 

2. Orang yang dituduh harus orang muhshan 

Dasar hukum tentang syarat ihsan untuk maqzuf (orang yang tertuduh) 

adalah: 

 

 
72 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60. 
73 Ahmad  Wardi Muslich, h. 62. 

74 Ibid, h. 63 
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Surat An-Nuur ayat 23: 

خِرَةِِۖ وَلهَُمْ عَذاَبٌ عَظِيْمٌ ۙ ) النِّور/ ذِيْنَ يَرْمُوْنَ اِنَّ الَّ   (23: 24الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لعُِنوُْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰ

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, dan beriman 

(dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka 

akan mendapat azab yang besar 

3. Adanya niat melawan hukum 

Unsur melawan hukum dalam jarimah qadzaf dapat terpenuhi apabila 

seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya, 

padahal ia tahu bahwa apa yang dituduhkannya tidak benar. Dan seseorang dianggap 

mengetahui ketidakbenaran tuduhan apabila ia tidak mampu membuktikan kebenaran 

tuduhannya. Ketentuan ini didasarkan kepada ucapan Rasulullah saw. Kepada Hilal 

ibn Umayyah ketia ia menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibn Sahma’: 

 

 

“Datanglah saksi, apabila tidak bisa mendatangkan saksi maka hukuman had 

akan dikenakan kepada kamu” (Diriwayatkan oleh Abu Ya’ la) 

Contoh tuduhan yang sharih (jelas/tegas), seperti artinya engkau orang yang 

berzina. Adapun contoh tuduhan yang tidak jelas (dilalah) seperti menasabkan 

seseorang kepada orang yang bukan ayahnya.75 Para Imam Mazhab sepakat bahwa 

laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim dan mempunyai hak melakukan 

pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh berzina kepada orang lain 

yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang 

pernah melakukan li’an, tidak pernah dikenai had zina dengan zina yang jelas, dan 

keduanya tidak di dar al-harb, dan dituntut orang yang sepakat bahwa laki-laki yang 

berakal, tidak boleh lebih.76 Para imam mazhab juga sepakat bahwa para penuduh 

zina, apabila ia dapat membuktikan tuduhannya, maka gugurlah had padanya. 

Penuduh yang tidak mau bertobat dari kesalahannya, kesaksiannya tidak dapat 

diterima.77 

Atas dasar inilah jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila saksi dalam 

jarimah zina kurang dari empat orang maka mereka dikenai hukuman had sebagai 

penuduh, walaupun menurut sebagian yang lain mereka tidak dikenai hukuman had, 

selama mereka betul-betul bertindak sebagai saksi. 

 

c. Alat Bukti Qadzaf 

Adapun pembuktian qadzaf dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, 

yaitu: 

1. Dengan saksi-saksi merupakan salah satu alat bukti untuk qadzaf. Syarat-

syarat saksi sama dengan syarat dalam jarimah zina, yaitu; baligh, berakal, 

 
75 Ahmad Wardi Muslich, h.62. 

76 Abdullah Zaki Alkalaf, Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, terj. 

Rahmah al-UmmahFi Ikhtilaf al- A‟immah, (Bandung : Hasyimi, 2015), h. 435. 

77 Ibid. 
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adil, dapat berbicara, islam dan tidak ada penghalang menjadi saksi. 

Adapun jumlah saksi dalam qadzaf sekurang-kurangnya adalah dua orang.                  

2. Qadzaf bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh) 

bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup 

dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan. 

3. Dengan Sumpah, menurut Imam Syafi’i, qadzaf bisa dibuktikan dengan 

sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang 

dituduh. Menyuruh kepada orang yang menuduh untuk bersumpah bahwa 

ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah 

maka jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk 

bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh bisa meminta 

kepada orang yang dituduh bahwa penuduh benar melakukan tuduhan. 

Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan 

dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman hadqadzaf.78 Akan 

tetapi, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membenarkan pembuktian 

dengan sumpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Syafi‟i. 

Sedangkan, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat sama dengan Imam 

Syafi’i, yaitu membenarkan pembuktian dengan sumpah, tetapi sebagian 

lagi tidak membenarkannya.79 

 

d. Hukuman Untuk Jarimah Qadzaf 

Hukuman untuk jarimah qadzaf ada dua macam, yaitu sebagai berikut. 

1. Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. 

Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah 

ditetapkan oleh syara, sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk 

memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama 

berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafii, orang yang dituduh berhak 

memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan dari pada hak 

Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa korban tidak berhak 

memberikan pengampunan, karena di dalam jarimah qadzaf hak Allah lebih 

dominan dari pada hak manusia. 

2. Hukuman tambahan, yaitu yaitu tidak diterima persaksiannya dan dianggap 

orang yang fasik.  

Para ulama‟ berbeda pendapat dalam menentukan gugur atau tidaknya 

kesaksian pelaku jarimah qadzaf setelah bertobat. Menurut Imam Abu Hanifah 

tetap tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, 

Imam Syafi‟i, Imam Malik, dapat diterima kembali persaksiannya apabila telah 

tobat.80 

 

Kedua macam hukuman tersebut didasarkan kepada firman Allah dalam 

Surah An-Nuur ayat 4: yang artinya : 

 
78 Ahmad Wardi Muslich,  h.62. 

79 Ibid 

80 Ibid 
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لَا  وَّ ثمَٰنِيْنَ جَلْدةًَ  باِرَْبعََةِ شُهَداَۤءَ فَاجْلِدوُْهُمْ  يأَتْوُْا  لَمْ  الْمُحْصَنٰتِ ثمَُّ  تقَْبلَوُْا لهَُمْ شَهَادةًَ    وَالَّذِيْنَ يرَْمُوْنَ 

ىِٕكَ هُ ابََدً 
ۤ
 ( 4: 24مُ الْفٰسِقوُْنَ ۙ ) النِّور/اۚ وَاوُلٰ

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) 

dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 

delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk 

selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik” 

 

3. Jarimah Pencurian (Al-Sariqah) 

 

a. Pengertian Pencurian (Al-Sariqah) 

Kata pencurian berasal dari bahasa Arab Al-Sariqah. Dalam ensiklopedi 

fiqh: “Sariqah  adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat 

penyimpanan”.81Secara  etimologis  berarti mengambil harta milik seseorang secara 

sembunyi-sembunyidan dengan tipu daya. Sementara itu secara terminologis defenisi 

sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut: 

a)  Ali bin Muhammad  Al-Jurjani 

Sariqah dalam syariat islam yang pelakunya  harus diberi  hukuman 

potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang 

masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan 

oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur 

syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih 

berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya 

diancam hukuman  tangan.82 

b) Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi‟i) 

Sariqah secara bahasa berati mengambil harta (orang lain) secara 

sembunyi-  sembunyi dan secara istilah syara‟ adalah mengambil harta (orang 

lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya 

yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat atau mengambil 

sesuatu secara sembunyi–sembunyi atau secara terang - terangan.83 

c) Wahbah Al-Zuhaili 

Sariqah adalah mengambil harta milik orang lain  dari tempat 

penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam 

sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi 

informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. 

 

d) Abdul Qadir  Audah 

Ada dua macam sariqah menurut syariat islam,  yaitu sariqah yang 

diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta’zir. Sariqah yang 

diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian 

besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta orang lain secara diam-

 
81 Imaning Yusuf, Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam (Palembang: Rafah Press, 2009), h. 71. 
82 Masyrofah Dan M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 99. 
83 Mardani,  Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana   Islam (Jakarta: CV Indhill CO, t.t.), 

t.h. 



46  

diam.Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain 

dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.84 

e) Muhammad Syaltut 

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan  sembunyi–sembunyi 

yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. 

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq Pencurian adalah mengambil barang orang lain 

secara sembunyi–sembunyi misalnya mencuri suara, karena  mencuri suara 

dengan sembunyi–sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena 

memandang dengan   sembunyi– sembunyi ketika yang dipandang lengah.85 

Dari beberapa rumusan definisi sariqah di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sariqah ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan 

tidak baik atau mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa 

kerelaanya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya 

sedang tidur.86 

Melengkapi definisi di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan 

sebagai berikut “Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar; pencurian 

kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadri oleh korban dan dilakukan 

tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. 

Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian 

kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan 

disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, 

maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan”.  

Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk 

dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, 

penjambretan, maupun perampasan; semuanya termasuk ke dalam lingkup 

pencurian.  Meskipun demikian, jarimah itu tidak tidak  dikenakan hukuman had 

(tetapi hukuman ta’zir). Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan 

direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.87 

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa jenisdan modus operandi 

pencurian kecil itu beragam. Selain itu, pengklasifikasikan jarimah ini juga penting 

untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Selanjutnya Abdul Qadir 

Audah menjelaskan mengenai pencurian besar.Adapun pencurian besar dilakukan 

sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi 

kekerasan. Kalau didalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, 

penjambretan, atau perampasan; dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak 

terpenuhi. Jadi, jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat 

terendah sampai tertinggi berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, 

penjambretan, perampasan, dan perampokkan.88 

 

 
84 Ibid., h. 100. 
85 Sayyid Sabiq,  Fiqh Al –  Sunnah (Kuwait : Dar Al Bayan, 1968), h. 202. 
86 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam:  Penegakan Syari‟at dalam Wacana dan 

Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 28 
87 Ibid., hlm. 101 
88 Ibid., hlm. 102 



47  

b. Unsur-Unsur Pencurian 

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya 

dijatuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian 

tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur -unsur pencurian ada empat macam, yaitu 

sebagai  berikut.89 

1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi 

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak 

mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya.  

Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada 

malam hari ketika ia (pemilik) sedang  tidur.Pengambilan harta harus dilakukan 

dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana 

jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.90 

2. Barang yang diambil berupa  harta 

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman 

potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai 

mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan 

hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah : 

• Barang yang dicuri harus mal  mutaqawwin 

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara‟. Menurut, 

Syafi‟i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga 

adalah benda yang dimuliakan syara‟, yaitu bukan benda yang diharamkan 

oleh syara‟ seperti khamar,babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena 

benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada 

harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara‟, tidak 

dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir 

Audah, “Bahwa tidak divonis potong tangan  kepada pencuri anjing terdidik 

(helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena 

haram menjual belinya. 

• Barang tersebut harus barang yang  bergerak 

Untuk dikenakanya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan 

barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda 

dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa 

dipindahkan dari satu tempat ke tempat  lainya. 

• Barang tersebut harus barang yang tersimpan  

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah  satusyarat untuk 

dikenakannya hukuman  had  bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi 

harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan 

sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had walaupun 

pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri 

mencapai nisab yang dicuri. 

• Barang tersebut mencapai nisab  pencurian 

 
89 Ahmad Wardi Muslich, h. 83 
90 Tim Tsalisah, Ensklipodi hukum pidana islam (Bogor : PT kharisma, t.t.), h. 80 
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Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya 

apabila barang yang dicuri mencapai  nisab  pencurian. Nisab harta curian 

yang dapat mengakibatkan hukuman  had potong ialah seperempat dinar 

(kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak 

mencapai nisab itu  dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan 

ekonomi pada suatu dan  tempat.91 

3. Harta Tersebut Milik Orang  Lain 

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai 

hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. 

Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada 

pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain.  

Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti 

benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, 

walaupun dilakukan secara diam-diam.Seseorang yang mencuri tidak dapat 

dikenai hukuman apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang 

dicuri. 92  Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman ta‟zir. Contohnya 

seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam 

kasus semacam ini, orang  tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, 

sehingga terdapat syubhat dalam hak  milik.Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi 

yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rosulullah saw. Bersabda : Engkau 

dan hartamu milik ayahmu.93 

Orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman had apabila ia mencuri 

harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal 

itu dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu 

Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi‟ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, 

dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman had 

apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar 

dari pada hak miliknya.94 

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i, 

Imam Ahmad, dan golongan Syi‟ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan 

pencurian hak milik bersama, karena dalam ini pencuri dianggap mempunyai hak 

sehingga hal ini juga dianggap syubhat, akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri 

tetap dikenai  hukuman had.95 

Adanya niat yang melawan hukum (mencuri) Unsur yang keempat dari 

pencurian yang harus dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan 

hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang 

bahwa ia tahu bahwa  barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram 

untuk diambil. 

 
91 Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta: UII Press, 

Cet Ke -2, 2006), h. 37 
92 Ahmad Wardi Muslich, h. 87. 
93  Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, 

“Bidayatu‟l Mujtahi” (Semarang: Asyi fa, Cet. I, 1990), h. 660. 
94 Ahmad Wardi Muslich, h. 88. 
95 Ibid 
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     Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang dengan 

keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai 

hukuman,  karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. 

Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila 

pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang 

lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 : 

طُرَّْ ْْۚفَمَنِْاض  ِ رِْاللّٰه ْبِهْٖلِغَي 
َّ

هِل
ُ
زِي رِْوَمَآْا ن  خِ

 
مَْال ح 

َ
مَْوَل تَةَْوَالدَّ مَي 

 
مُْال

ُ
ك ي 

َ
مَْعَل رَْبَاغٍْْاِنَّمَاْحَرَّ ْغَي 

ْغَْ َ ْاللّٰه هِْْۗاِنَّ ي 
َ
مَْعَل آْاِث 

َ
اْعَادٍْفَل

َ
ل مٌْ)ْالبقرةْ/وَّ حِي  رٌْرَّ  ْ(2ْْ:173فُو 

Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 

menginginkanya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa 

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun  lagi Maha Penyayang. (QS. 

Al-Baqarah: 173)96 

c. Hukuman Pencurian 

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala 

unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu: 

a. Pengganti kerugian (Dhaman)97 

Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan 

sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong 

tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan  bersama–  sama  

terdapat  dua  hak,  yaitu  hak  Allah  sedangkan penggantian kerugian  

dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia.98 

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian 

kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan 

hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan 

dilaksanakan maka  pencuri tidak dikenai hukuman untuk pengganti 

kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan 

penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama - sama. 

Alasanya adalah Bahwa Al-Qur‟an hanya menyebutkan hukuman 

potong tangan  untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum 

dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian 

kerugian.99 

b. Hukuman potong tangan 

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana 

tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38 : 

 
96 Al-Qur’an Terjemahan, h. 20 
97 Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari,  Shahih Bukhari, Terj. Ahmad Sunarto 

dkk, Terjamah Shahih Bukhari, Jilid VIII, (Semarang: CV. Asy Syfa‟, Cet-1, 1993), h. 626. 
98 Ahmad Wardi Muslich, h. 90. 
99 Ibid., h. 90. 
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ْعَزِي زٌْحَْ ُ ِْۗوَاللّٰه نَْاللّٰه اْم ِ
ً
سَبَاْنَكَال

َ
كْ بِمَا ي دِيَهُمَاْجَزَاۤءًٍْۢ

َ
آْا طَعُو  ارِقَةُْفَاق  ارِقُْوَالسَّ مٌْوَالسَّ  كِي 

ْ(5ْْ:38الماۤئدةْ/)ْْ
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua 

tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan  

dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah  Maha perkasa lagi Maha 

Bijaksana .(QS. Al-  Maidah : 38).100 

Aisyah menerangkan hadits Nabi, beliau bersabda : “Bahwa Nabi 

memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau lebih 

dari padanya. “Demikian menurut Jama‟ah kecuali Ibnu Majah. Menurut 

Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda : “Tidak dipotong 

tangan pencuri kecuali apabila barang curiannya seharga seperempat dinar, 

atau lebih dari  padanya.Sedangkan menurut Jama‟ah kecuali Ibnu Majah 

Nabi bersabda: “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian 

itu seharga seperempat dinar lebih.101 

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan tehnis 

menurut ulama madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong 

tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk 

yang kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia 

mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. 

Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta‟zir 

dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainya, yaitu menurut 

Imam Malik, Imam Syafi‟i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai 

hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang keempat 

kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk 

yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta‟zir dan dipenjara seumur  

hidup (sampai mati ) atau sampaiia bertobat.102 

4. Jarimah Perampokan (Hirabah) 

a. Pengertian Perampokan 

Dalam hukum pidana Islam kata hirabah diambil dari kata harb, artinya 

menyerang dan menyambar harta. 103  Dalam ensiklopedi hukum islam hirabah 

diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara islam untuk melakukan 

kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara 

terangterangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, 

perikemanusiaaan, dan agama.104 

 
100 Al-Qur’an Terjemahan Kemenag. 
101 H.M.K. Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam (Sala: Ramadani, t.t.), h. 67 – 68. 
102 Ahmad Wardi Muslich, h. 91. 
103 Rasyid Ridla, Tafsir Al-manar (ttp, Dar Al-fikr, tt), h. 356. 
104 Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1997), h. 556. 
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Muhammad Abduh mengemukakan dalam tafsir almanar mengatakan 

bahwa istilah harb disebutkan dalam 4 (empat) macam bentuk. Pertama, dikenakan 

terhadap orang yang memakan riba sebab ia termasuk orang yang memerangi Allah 

dan Rasul-Nya dengan memakan harta manusia secara batil. Kedua, harb ialah lawan 

dari salama (keselamatan). Ketiga, mengenai kaum badui yang tidak henti-hentinya 

saling menyerang untuk untuk menyambar dan merampas harta. Keempat, harb 

berarti saling membunuh dengan orang kafir tapi tidak termasuk dalam pengertian 

jihad dan peperangan.105 

Selain itu jarimah hirabah dapat didefinisikan sebagai jarimah qat‟u at- 

Tariq (penyamun), sariqah al-Kubra (pencurian besar). 106  Didefinisikan sebagai 

qat‟u at-Tariq karena mempunyai pengertian mencegah orang lewat dari jalan 

umum yang dilalui, mencegah keamanan baik itu disertai dengan menyakiti badan 

atau harta saja ataupun hanya sekedar menakut-nakuti saja atau mengambil harta. 

Didefinisikan sebagai jarimah sariqah al-Kubra karena merupakan perbuatan 

mengambil harta orang lain secara paksa dengan menggunakan kekuatan atau 

kekerasan. Sedangkan pengertian hirabah itu sendiri meliputi kedua pengertian 

diatas, namun demikian dalam kitab-kitab fikih terdapat perbedaan di dalam 

mendefinisikan jarimah hirabah. Dengan demikian penyusun akan mengemukakan 

beberapa pengertian yang kemudian akan diambil suatu pengertian yang lebih dekat 

pengertiannya dengan delik perampokan. 

Pengertian jarimah hirabah menurut kalangan syafi’iah adalah keluar untuk 

mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan 

kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan.107 Kalangan ulama-ulama 

lain tidak merumuskan jarimah tidak mensyaratkan harus menggunakan kekuatan 

pedang tapi mendasarkan kekuatan pada kekuasaan, sehingga meskipun pelaku 

keluar tanpa menggunakan pedang jika ada kekuatan baginya untuk dapat menguasai 

sekumpulan orang meski hanya dengan menggunakan tinju atau dengan pukulan atau 

bahkan senjata yang lebih berat sekalipun dapat dikategorikan jarimah hirabah. 

Hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah islam untuk 

mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak 

kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan 

undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir 

dzimmi, atau kafir harbi.108 

Penodong atau perampok adalah merampas atau mengambil harta milik 

orang lain dengan cara memaksa. Pada umumnaya kata penodong lebih lazim 

dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan diluar rumah, jika perbuatan yang 

sama dilakukan oleh pelaku di dalam rumah atau gedung disebut dengan 

perampok.109 

 
105 Ibid 
106 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri‟ al-jina‟I al-islami (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 2000), h. 

638. 
107 Ibid., h. 640. 
108 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. Moh. Nabhan Husein (Bandung: PT Al-Ma‟arif, 1984), h. 

175. 
109 Zainudin Ali, Hukum Pidana, h. 69. 
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Dari beberapa definisi diatas meskipun para ulama berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan jarimah hirabah terdapat kesamaan pengertian yaitu hirabah adalah 

perbuatan keluar dengan maksud mengambil harta orang lain dengan paksa 

menggunakan kekuatan, baik dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang 

dengan dilakukan jauh dari pertolongan. 

Jarimah hirabah atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana 

pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki 

pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan 

perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja 

dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika 

dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya hirabah 

(perampokan) diistilahkan dengan sirqah kubra atau pencurian berat, untuk 

membedakan dengan sirqah sughra atau pencurian.110 

Berdasarkan pada pengertian tersebut terdapat persamaan unsur antara 

jarimah hirabah dengan jarimah pencurian yaitu adanya maksud mengambil harta 

orang lain secara tidak sah, namun demikian antara keduanya berbeda, sebagaimana 

dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah bahwa dalam jarimah pencurian, perbuatan 

mengambil harta dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sedangkan dalam jarimah 

hirabah perbuatannya mengambil harta dilakukan secara terang-terangan dan paksa 

atau kekerasan. 111  Oleh karena itu menurutnya jarimah hirabah bisa terbentuk 

beberapa macam : 

a. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian 

melakukan intimidasi sekalipun tidak mengambil hartanya.  

b. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan, tapi tidak 

membunuh hanya mengambil hartanya saja.  

c. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian 

melakukan pembunuhan tetapi tidak mengambilharta.  

d. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian 

melakukan pembunuhan dan mengambil hartanya.
112

 

Dengan demikian apabila suatu jarimah tidak memenuhi salah satu dari 

keempat macam tersebutmaka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam 

jarimah hirabah. Inti dari jarimah ini adalah adanya maksud mengambil harta secara 

paksa yang dilakukan secara terang-terangan dan adanya kekuatan untuk 

mengalahkan sekelompok orang baik dilakukan secara perorangan maupun secara 

kelompok.113 Menurut Imam Malik, Imam Syafi‟i, dan Zhahiriyah, serta Zaidiyah 

tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan 

dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu 

 
110 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 93. 
111 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri‟ al-Jina‟i, h. 138. 
112 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta : Gema Insani, 2003), 

h. 30. 
113 Abdul Qadir Audah, h. 639. 
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daya, taktik atau strategi, tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu 

dengan menggunakan anggota badan seperti tangan dan kaki.114   

Dari definisi-definisi yang dikemukakan para ulama diatas, dapat 

dikemukakan bahwa inti persoalan tindak pidana perampokan adalah keluarnya 

sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan 

dan kekerasan, apakah dalam realisasinya pengambilan tersebut terjadi atau tidak.115 

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak 

pidana perampokan, hal tersebut antara lain karena niat pelaku itu sendiri dan juga 

karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan perampokan. Ada banyak 

faktor yang menyebabkan pelaku nekat melakukan kejahatan tersebut diantaranya 

faktor ekonomi, faktor lingkungan, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin 

mendapatkan uang dengan mudah, dan faktor pendidikan. Kehidupan ekonomi yang 

sulit membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

kejahatan. Lingkungan merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi pribadi 

dan tingkah laku seseorang. Faktor pendidikan juga mempunyai pengaruh terhadap 

pelaku yang melakukan kejahatan. Pendidikan yang dimiliki seseorang memiliki 

peranan penting supaya seseorang memperoleh penghidupan yang layak. 

b. Pembuktian Hirabah 

Jarimah hirabah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu : 

1. Dengan saksi Seperti halnya jarimah-jarimah yang lain, untuk jarimah 

hirabah saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya pencurian, saksi 

untuk jarimah hirabah ini minimal dua orang saksi lakilaki yang memenuhi 

syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan 

bisa juga dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan 

tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang 

saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi 

perempuan.116 
2. Pembuktian dengan pengakuan Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat 

digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan 

persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama 

menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang-ulang. Akan 

tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus 

dinyatakan minimal dua kali.117 
 

c. Hukuman Hirabah 

Jarimah hirabah termasuk salah satu bentuk Jarimah hudud yang 

diharamkan syara’ dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam al-Qur‟an 

sendiri telah diterangkan sanksi terhadap pelaku jarimah hirabah yaitu hukuman 

 
114 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 96. 
115 Ibid., h. 95. 
116 Abdul Qadir Audah, h. 342. 
117Ahmad Wardi Muslich, h. 99. 



54  

mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang dan pengasingan.118 Sanksi 

bagi perampok yang sesuai dengan Surat Al-Maidah ayat 33 adalah : 

a) Bila perampok itu hanya mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka 

sanksinya adalah potong tangan dan kaki secaramenyilang.  
b)  Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa 

saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya, 

kalau jaman sekarang dinamakan penjara. 

c) Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya 

adalah hukuman mati.  

d) Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka 

sanksinya adalah dibunuh disalib. 

Menurut imam Malik dan Zhahiriyah sanksinya itu tidak harus sesuai dengan 

ketetapan itu dan pemutusan hukumannya diserahkan pada imam/hakim untuk 

memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan 

kemaslahatan.119 Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i, Imam Ahmad, dan 

Syi‟ah Zaidiyah hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan 

hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surah 

Al-Maidah ayat 33. 

           Namun ada juga imam yang berpendapat bahwa hukuman yang harus 

dikenakan pada perampok harus sesuai dengan ketetapan itu, Perbedaan ini 

dikarenakan perbedaan penafsiran mereka dalam memahami makna huruf au (yang 

artinya atau) dalam ayat tersebut, apakah li al-Bayan (Penjelasan) watafsil (Rincian) 

atau li al-Takhyir (Pilihan) imam Malik memilih makna yang kedua, sedangkan 

ketiga imam yang berbeda di atas memilih makna yang pertama.120Terhadap sebab 

turunnya Surat Al-Maidah ayat 33 diatas dikalangan fuqaha terdapat perbedaan 

pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa ayat 

tersebut diturunkan berkenaan dengan kaum ahlul kitab yang mempunyai perjanjian 

dengan Rasulullah SAW dan mereka melanggarnya serta membuat kerusakan di 

muka bumi.121 

Sebagian lain berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan 

dengan kaum ukl dan kaum urainah yang murtad pada masa Rasulullah dan 

melakukan pembunuhan pada penggembala unta dan menggiring untanya untuk 

dimiliki, kemudian Rasulullah memerintahkan agar menangkap mereka dan setelah 

itu mereka dibunuh dan dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. 122 

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan 

dengan orang-orang muslim yang melakukan hirabah bukan ditujukan kepada 

orangorang yang murtad. Hal ini berdasar pada surat Al-Maidah ayat 34 dimana 

ketentuan taubat hanya ditujukan kepada pelaku hirabah yang muslim sedangkan jika 

ayat tersebut diturunkan kepada orang kafir maka taubatnya adalah masuk agama 

 
118 Dalam hukuman pengasingan menurut Imam abu hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi‟i 

tidak ada batas waktu tertentu dengan kata lain hukuman tersebut sampai pelakunya bener- bener 

bertaubat dan tingkah lakunya menjadi baik. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 101 
119 A. Djazuli, Fiqh Jinayat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 89. 
120 Ahmad Wardi Muslich, h. 100. 
121 Muhammad Rasyid Rida, Tafsir al-manar, h. 356. 
122 Ibid 
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Islam. Begitu pula jika diturunkan kepada orang yang murtad. Dan ketentuan 

hukumnya adalah : 

مٌْْࣖ)ْالماۤئ حِي  رٌْرَّ ْغَفُو  َ ْاللّٰه نَّ
َ
آْا مُو 

َ
ل ْۚفَاع  هِم  ي 

َ
اْعَل دِرُو  ْتَق  ن 

َ
لِْا ْقَب  اْمِن  ذِي نَْتَابُو 

َّ
اْال

َّ
 ْ(5ْ:34دة/اِل

Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat 

menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Maidah : 34).123 

Apabila si perampok itu bertaubat sebelum tertangkap maka taubatnya dapat 

menghapus hukuman. Meskipun demikian, taubat tersebut tidak dapat 

menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan 

tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih ada maka 

barang-barang tersebut harus dikembalikan. Akan tetapi, apabila barang-barang 

tersebut sudah tidak ada ditangan pelaku maka ia wajib menggantinya, baik dengan 

harganya (uang) maupun dengan barang yang sejenis. Demikian pula tindakan yang 

berkaitan dengan pembunuhan atau penganiayaan, tetap diberlakukan hukuman 

qishash atau diat.124 

Bila perampoknya bertaubat setelah ditangkap, maka taubatnya tidak dapat 

menghapus hukuman, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak manusia 

(individu). Hal ini karena nas tentang taubat dalam surat Al- Maidah ayat 34, jelas 

dikaitkan dengan ditangkapnya pelaku.125 Hal ini karena :  

a) Taubat sebelum ditangkap itu adalah taubat yang ikhlas, yakni muncul dari hati 

nurani untuk menjadi orang yang benar. Sedangkan taubat setelah ditangkap pada 

umumnya karena takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan 

padanya.  

b) Taubat sebelum ditangkap timbul karena kecenderungan perampok itu untuk 

meninggalkan perbuatan yang membawa kerusakan di muka bumi,126 sedangkan 

taubat setelah ditangkap timbul karena terpaksa. 

 

5. Jarimah Minum – Minuman  Keras ( Khamar) 

a. Pengertian Minum – Minuman Keras (Khamar) 

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan jarimah 

ini. Al-Bukhari memberikan nama syaribul khamr, Abu Dawud menamakannya al-

haddu fil khamr. Ibnu Majah menyebutnya dengan haddus sakran, Imam Syafi’i 

haddul khamr, dan Imam Hanafi menamainya dengan hadus syurb. 

Asyirbah adalah bentuk jama’ dari kata syurbun. Yang dimaksud asyirbah 

atau minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun 

asalnya. Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A. Djazuli, 

berpendapat bahwa yang dimaksud khamr adalah minuman yang memabukkan, baik 

disebut khamr atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara 

 
123 Al-Qur’an Terjemahan. 
124 Al-Qur’an Terjemahan. 
125 Ahmad Wardi Muslich, h. 105. 
126 Ibid., h. 105. 
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khamr dan mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, 

dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan khamr tetapi 

memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), 

tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abu 

Hanifah, minum minuman memabukkan selain khamr, sebelum minum terakhir tidak 

diharamkan.127 

Minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun 

asalnya. Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A. Djazuli, 

berpendapat bahwa yang dimaksud khamr adalah minuman yang memabukkan, baik 

disebut khamr atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara 

khamr dan mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, 

dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan khamr tetapi 

memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), 

tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abu 

Hanifah, minum minuman memabukkan selain khamr, sebelum minum terakhir tidak 

diharamkan.128 

Meminum minuman khamr adalah perbuatan yang dilarang. Para peminum 

khamr dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi 

hukum peminum khamr diungkapkan oleh Allah dalam Alquran secara bertahap 

tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. 

1) Ayat-ayat Al-quran 

Surah Al-Baqarah ayat 219 

 

 ...يسَْألَوُنكََ  عَنِ  الْخَمْرِ  وَالْمَيْسِرِ  قلُْ  فيِهِمَا إثِْمٌ   كَبيِرٌ  وَمَنَافِعُ  لِلنَّاسِ  وَإثِْمُهُمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: 

“Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..”.129
 

 

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dapat diambil kesimpulan hukum sebagai 

berikut: 

Khamr yang disebut orang kita tuak itu berasal dari perasan air anggur. Al- 

hidayah menerangkan, khamr menurut ahli ilmu dan yang terkenal oleh bahasa yaitu 

minuman yang berasal dari perasan air anggur. Menurut keterangan lain, tiap-tiap 

minuman yang menutupi akal pikiran, dinamakan khamr. Demikian menurut ahli 

bahasa seperti al-Jauhari, Abu Nashr Al-Qusyairi, Al-Dinuri, pengarang kamus 

firuzaabadi.130 

 

2) Hadist  

Riwayat dari Ibnu Umar ra. 

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Berkata: Umar telah berkhutbah di 

atas mimbar Rasulullah Saw. Beliau mengucap syukur kepada Allah dan 

memuji-Nya, kemudian dia berkhutbah: Sesungguhnya arak telah 

diharamkan oleh Allah berdasarkan ayat Alquran. Arak yang dimaksud, 

 
127 Rahmat Haklim,  Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia. 2000), hal. 95 
128 A. Djazuli, Fiqh Jinayat, h. 89. 
129   Departemen Agama RI, Al-Aliyy: Alqur’an dan Terjemahnya (Bandung : Diponegoro, 

2000) 
130 M.K. Bakri, Hukum Pidana dalam Islam (Bandung : Ramadhani), h. 60 
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terdiri dari lima macam jenis, yaitu gandum, barli, tamar, zabib dan 

madu. Arak ialah benda yang menyebabkan hilang akal yaitu mabuk”.131 

 

b. Unsur – Unsur Minum Khamar 

Unsur – unsur jarimah minum khamar ada dua macam, yaitu : 

1) Asy – Syurbu  

Sesuai pengertian asy-syurbu (minuman) sebagaimana yang 

telah dikemukakan di atas, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam 

Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (Asy-Syurbu) terpenuhi apabila 

pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak 

diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu 

diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apakah yang 

diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, 

maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan 

kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, 

hukumannya tetap haram. 

Dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah 

sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke 

tenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti berkumur-

kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila 

meminum minuman khamr tersebut dimaksudkan untuk 

menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan 

tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau 

dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman. 

Apabila seseorang meminum khamr untuk obat maka para 

fuqaha berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Menurut 

pendapat yang rajah dalam madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali, 

berobat dengan meggunakan (minuman) khamr merupakan perbuatan 

yang dilarang, dan peminumnya (pelaku) dapat dikenai hukuman had. 

Alasan mereka adalah hadis Nabi Saw. 

 

2) Ada Niat yang Melawan Hukum 

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan 

minum minuman keras (khamr) padahal ia tahu bahwa apa yang 

diminumnya itu adalah khamr atau muskir. Dengan demikian, apabila 

seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka 

bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak 

memabukkan maka ia tidak diknai hukuman had, karena tidak ada 

unsur melawan hukum. 

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman khamr itu 

dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka 

dalam hal ini unsur melawan hukum (qasad jina’i) belum terpenuhi. 

Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan 

tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan 

berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.132 

 

 
131 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakrta: Sinar Grafika, 2007), h. 94-95. 
132 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2005), h.74-76. 
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c. Hukuman Minuman Khamar 

1. Sanksi Hukum Dari Aspek Hukum Islam 

Para ulama sepakat bahwa para konsumen khamr ditetapkan 

sanksi hukum had, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya 

tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku 

pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan/obat-obatan yang 

membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), 

menurut pendapat Hanafi dan Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk 

sebanyak 80 kali. Menurut syafi’i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada 

riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi 

hukum masih dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) 

hukumannya adalah hukuman mati. 

Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah 

mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan 

mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukkan. Dalam 

Islam selain ditetapkan hukumnya minuman keras (khamr) juga 

ditetapkan hukumannya terhadap seseorang yang mengkonsumsinya. 

2. Sanksi Hukum dari Aspek Peraturan Perundang-undangan 

Minuman khamr dan obat-obatan terlarang lainnya sudah 

menjadi masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah dan masyarakat. Akhir-akhir ini minuman memabukkan dan 

atau obat-obat terlarng lainnya tampak semakin marak dikonsumsi oleh 

orang tertentu sehingga sudah meresahkan masyarakat dan menimbulkan 

gangguan kesehatan. 

Untuk itu, upaya meningkatkan npengawasan pengamanan 

terhadap minum-minuman memabukkan dalam masyarakat, pihak 

pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 

86/Men.Kes/IV/1997 tentang Minuman Memabukkan. Selain itu di dalam 

KUHP memberikan sanksi atas pelaku (penggunaan khamr) hanya jika 

sampai mabuk dan mengganggu ketertiban umum, yakni kurungan paling 

lama tiga hari hingga paling lama tiga bulan (pasal 536). KUHP juga 

memberikan sanksi atas orang yang menyiapkan atau menjual khamr, 

sanksi hukuman kurungan dimaksud, paling lama tiga minggu (pasal 

537), apalagi jika yang diberi minuman adalah anak dibawah umur 16 

tahun (pasal 538 dan 539).133 

 

6. Jarimah Pemberontakan (Al-Baghyu) 
a. Pengertian Al-Baghyu 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemberontakan 

adalah proses, cara, perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang 

sah dan pelaku yang melakukan tindakan tersebut disebut pemberontak. Sedangkan 

pemberontakan dalam istilah islam disebut al-Baghyu yang menurut arti etimologi 

adalah mencari atau menuntut sesuatu, pengertian tersebut kemudian menjadi 

populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa 

 
133 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika., 2007), h. 101-102. 
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maupun kezaliman. 134  Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah 

surat Al-A’raf ayat 33 :  

ْ ن 
َ
وَا ْ ِ

حَق 
 
ال رِْ بِغَي  يَْ بَغ 

 
وَال مَْ اِث 

 
وَال بَطَنَْ وَمَاْ هَاْ مِن  ظَهَرَْ مَاْ فَوَاحِشَْ

 
ال يَْ ِ

رَب  مَْ حَرَّ اِنَّمَاْ ْ
 

قُل

نَْ)ْالاعرافْ/ مُو 
َ
ل اْتَع 

َ
ْمَاْل ِ ىْاللّٰه

َ
اْعَل و 

ُ
ل ْتَقُو  ن 

َ
ا طٰنًاْوَّ

 
ْبِهْٖسُل

 
ل ِ

ْيُنَز  م 
َ
ْمَاْل ِ اْبِاللّٰه و 

ُ
ركِ ْ(7ْْ:33تُش 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya 

mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, 

perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. 

(Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang 

Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) 

kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”(Al-A'raf/7:33) 

Dalam pengertian terminologi para mujtahid berbeda pendapat, yakni : 

a. Malikiyah 

Pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang 

kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan 

cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan. Dari defenisi tersebut, 

malikiyah mengartikan pemberontak sebagai berikut: Pemberontak adalah 

sekelompok kaum muslimin yang bersebrangan dengan al-imam Al-a‟zham 

(kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau 

bermaksud menggulingkannya. 

b. Hanafiyah  

Pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala negara) 

yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar (sah).  

c. Syafi’iyah dan Hanabilah 

Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan 

pimimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (imam), dengan 

menggunakan alasan (ta‟wil) yang benar. 

Dari definisi-defisini yang dikemukan oleh para ulama tersebut, terlihat 

adanya perbedaan yang menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam jarimah 

pemberontakan, tetapi tidak dalam unsur yang prinsipil. Apalagi diambil intisari dari 

definisi-definisi tersebut, dapat dikemukan bahwa pemberontakan adalah 

perbangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan 

berdasarkan argumentasi atau alasan. Dasar dari adanya jarimah pemberontakan 

adalah yang tertera dalam Al-Qur‟an: 

 
134 Ibid., h. 73. 
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ْْ ٍۢ فَاِن  نَهُمَاْۚ بَي  اْ لِحُو  ص 
َ
فَا اْ و 

ُ
تَتَل اق  مِنِي نَْ مُؤ 

 
ال مِنَْ طَاۤىِٕفَتٰنِْ ْ رٰىْوَاِن  خ 

ُ
ا
 
ال ىْ

َ
عَل دٰىهُمَاْ اِح  ْ بَغَت 

لِْْ عَد 
 
بِال نَهُمَاْ بَي  اْ لِحُو  ص 

َ
فَا ْ فَاۤءَت  ْ ِِْۖفَاِن  اللّٰه رِْ م 

َ
ا ٰٓىْ اِل ءَْ ۤ تَفِي  ىْ حَته ْ غِي  تَب  ْ تِي 

َّ
ال واْ

ُ
فَقَاتِل

سِطِي نَْ)ْالحجرٰتْ/ مُق 
 
ْال بُّ ْيُحِ َ ْاللّٰه اْۗاِنَّ سِطُو  ق 

َ
ْْ(49ْ:9وَا

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. 

Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, 

perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali 

kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah 

Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Al-Hujurat/49:9) 

Dari segi garis hukum yang didapat dari ayat tersebut adalah jika ada dua 

golongan dari orang-orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika 

salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, 

perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada 

perintah Allah.135 

b. Unsur-unsur Al-Baghyu 

Dari ulasan pengertian di atas maka dapat diketahui unsur-unsur 

pemberontakan, kejahatan pemberontakan belum bisa dikatakan tindak pidana 

sebelum dia melakukan unsur-unsur pemberontakan, yakni :136  

a) Pembangkangan terhadap kepala Negara 

Untuk terwujudnya jarimah pemberontakan disyaratkan harus ada upaya 

pembangkangan terhadap kepala Negara. Membangkang disini adalah menentang 

kepala Negara dan berupaya untuk memberhentikannya, atau menolak untuk 

melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa 

merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, dan bisa juga 

berupa hak individu yang ditetapkan untuk kepentingan perorangan (individu). 

Seperti contoh penolakan untuk membayar zakat, penolakan untuk melaksanakan 

putusan hakim, seperti hukuman had zina atau hukuman qishas. Akan tetapi 

berdasarkan kesepakatan para fuqoha, penolakan untuk tunduk kepada perintah yang 

menjurus kepada kemaksiatan, bukan merupakan pemberontakan, melainkan sebuah 

kewajiban. Karena ketaatan tidak diwajibkan kecuali didalam kebaikan, dan tidak 

boleh dalam kemaksiatan. Oleh karena itu apabila seorang imam (kepala Negara) 

memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syarat maka tidak ada kewajiban 

bagi siapapun untuk menaati apa yang diperintahkannya. Pembangkangan kadang 

ditunjukkan pada imam atau kepala Negara, dan kadang-kadang pada pejabat yang 

ditunjuk atau mewakilkannya. Pejabat-pejabat tersebut antara lain menteri, hakim, 

atau peabatpejabat dibawahnya. Dalam system imamah, penguasa tertinggi para 

fuqoha disebut dengan istilah imam yang diatasnya tidak ada imam lagi, sedangkan 

penguasa dibawahnya apabila pemerintahannya berdiri sendiri disebut dengan imam 

secara mutlak, atau dengan wakil imam apabila dia mewakili Al-Imam Al-A‟zham. 

Pembentukan imamah atau pemerintahan merupakan bagian dari fardhu kifayah, 

 
135 Ahmad wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar grafika, 2005), h. 109 
136 Ibid., h. 111 
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sama halnya dengan menegakkan keadilan. Hal ini dikarenakan umat memerlukan 

seorang pemimpin (imam) yang menjalankan urusan-urusan agama, membela 

sunnah, menyantuni orang teraniaya, serta mengatur hak dan kewajiban warga 

Negara. pembentukan imamah yang diketahui eksistensinya, bisa ditempuh dengan 

berbagai cara sebagai berikut :137  

1. Pemilihan oleh ahlul hal wal aqdi. 

2. Penunjukan langsung oleh imam terdahulu terhadap orang yang 

menggantikannya 

3. Imam yang terdahulu membentuk majlis permusyawaratan yang terdiri dari 

orang-orang tertentu dan disitulah akan terjadi pemilihan kepala yang baru. 

4. Kudeta atau perebutan kekuasaan yang diumumkan kepada rakyat Apabila 

imamah telah terbentuk dan diakui dengan salah satu dari keempat cara 

tersebut maka tindakan pembangkangan terhadapnya merupakan suatu 

pemberontakan. 

 Para ulama madzhab juga telah sepakat bahwa memerangi dan menumpas 

orang-orang yang menghadap terhadap pemerintah yang sah tidak boleh dilakukan 

sebelum meraka memberi kejelasan tentang sebab pembangkangannya. Apabila 

mereka menyebutkan kezaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan mereka memiliki fakta yang benar terkait maka imam harus berupaya 

menghantikan kezalima dan penyelewengan tersebut. Kemudian mereka diajak patuh 

dan tunduk kepada imam atau kepala Negara. Apabila mereka tidak ingin kembali 

maka mereka harus diperangiatau ditumpas.138 

b) Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan  

 Adapun yang dimaksud kekuatan adalah jumlah yang banyak daripada 

anggota memberontak, atau kekuatan fisik dna senjata, serta dukungan logistik dan 

dana yang memungkinkan mereka melakukan perlawanan, hanabilah mengartikan 

kekuatan dengan sesuatu (gabungan orang dan senjata) yang untuk menumpasnya 

diperlukan prajurit yang banyak. Syafi’iyah mensyaratkan untuk terwujudnya 

kekuatan diperlukan seorang pemimpin yang ditaati, karena kekuatan tidak akan 

sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Pendapat syafi’iyah disini cukup 

beralasan, karena berapaun banyaknya anggota dan betapa kuatnya suatu kelompok 

tetapi kalau tidak ada pemimpin yang mengantarkan atas visi dan misinya maka 

kelompok tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan. Dengan demikian, 

pengertian kekuatan itu harus berupa gabungan dari unsur personil, senjata, logistic 

dan tak lupa pemimpin yang pandai mengatur taktik dan strategi.  

 Suatu tindakan pembangkangan dianggap sebagai pemberontakan 

disyaratkan harus adanya penggunaan dan pengerahan kekuatan. Apabila tidak 

disertai dengan kekuatan maka hal itu tidak dianggap sebagai pemberontaka seperti 

contoh penolakan sayyidina Ali untuk membaiat Abu bakar, pembangkangan 

(keluarnya) kelompok khawarij dari sayyidina Ali. Mereka tidak dianggap sebagai 

tindakan pemberontakan karena tidak adanya kekuatan yang timbul dari 

pembangkangan tersebut, oleh karena itu jika hanya sekedar ide atau sikap yang 

menggambarkankan pembangkangan maka hal tersebut belum bisa disebut 

pemberontakan.  

 
137 Ibid., h. 112-113. 
138 Ibid., h. 114. 
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 Pemberontakan menurut imam malik, imam syafiii, imam ahmad dimulai 

sejak digunakannya kekuatan secara nyata maka pembangkangan itu belum dianggap 

sebagai pemberontakan, dan mereka diperlakukan sebagai orang yang adil (tidak 

bersalah). Apabila dalam tahap perhimpunan kekuatan saja, maka tindakan mereka 

belum dianggap sebagai pemberontakan, melainkan hanya dikatagorikan sebagai 

ta’zir. Akan tetapi menurut imam hanafi, mereka itu dianggap sudah dianggap 

sebagai pemberontak. Hal ini karena menurut imam Hanafi pemberontakan itu 

dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan maksud untuk 

berperang dan membangkang terhadap imam, bukan menunggu sampai terjadinya 

penyerangan secara nyata, dengan situasi yang seperti itu dikhawatirkan lebih sulit 

untuk menolak dan menumpasnya.139 

 

c) Adanya niat melawan hukum 

 Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, disyaratkan danya niat 

untuk melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur ini terpenuhi jika 

seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau tidak 

mentaatinya. Apanila tidak ada maksud keluar dari imam atau tidak ada maksud 

menggunakan perbuatan maka perbuatan pembangkang itu belum dikatagorikan 

sebagai pemberontak.  

Seorang bisa dianggap keluar dari imam, disyaratkan bahwa pelaku 

bermaksud untuk mencopot (menggulingkan) imam, atau tidak mentaatinya, atau 

menolak untukmelaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh syara’. Dengan 

demikian, apabila niat atau tujuan pembangkangannya itu untuk menolak 

kemaksiatan, pelaku tidak dianggap sebagai pemberontak. Apabila seorang 

pembangkang tidak melakukan jarimah sebelum mugholabah (penggunaan kekuatan) 

atau setelah selesainya pemberontakan maka disini tidak diperlukan adanya niat 

untuk memberontak, karena dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak 

melainkan sebagai jarimah biasa.140 

c. Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Al-Baghyu (Pemberontakan)  

Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana maupun 

perdata, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi tindak pidananya. 

Pertanggung jawaban sebelum mughalabah dan sesudahnya berbeda dengan 

pertanggungjawaban atas tindakan pada saat terjadinya mughalabah (penggunaan 

kekuatan).141  

1. Pertanggungjawaban sebelum mugholabah dan sesudahnya 

Orang yang melakukan pemberontakan dibebani pertanggungjawaban atas 

semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum mugholabah (pertempuran), 

baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Demikian pula 

halnya jarimah yang terjadi setelah selesainya mugholabah (pertempuran). 

Apabila sebelum terjadinya pemberontakan itu ia membunuh orang, ia 

dikenakan hukuman qishosh. Jika ia melakukan pencurian maka ia dihukum 

 
139 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 

158. 
140  Ibid., h. 160. 
141 Ahmad wardi Muslich, h. 116. 
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sebagai pencuri, yaitu potong tangan apabila syarat-syarat terpenuhi. Apabila ia 

merampas harta milik orang lain maka ia diwajibkan mengganti kerugian. Jadi 

dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya 

pemberontakan. 

2. Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat mugholabah 

Tindak pidana yang terjadi pada saat-saat terjadinya pemberontakan dan 

pertempuran ada dua macam, yaitu : 

1. Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan  

Yang dimaksud disini adalah seperti halnya merusak jembatan, 

mengebom gudang amunisi, merusak gedung pemerintahan, membunuh 

para pejabat atau menawannya, semuanya itu tidak dihukum dengan 

hukuman jarimah biasa melainkan dengan hukuman jarimah 

pemberontakan. Yaitu hukuman mati tidak ada pengampunan. Dengan cara 

melakukan penumpasan yang bertujuan untuk menghentikan 

pemberontakannya dan melumpuhkannya. Apabila mereka telah menyerah 

dan meletakkan senjatanya, penumpasan harus dihentikan dan mereka 

dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Tindakan selanjutnya, pemerintah 

(ulil amri) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan 

hukuman ta‟zir atas tindakan pemberontakan mereka, bukan karena jarimah 

atau perbuatan yang mereka lakukan pada saat terjadinya pemberontak 

setelah mereka dilumpuhkan dan ditangkap adalah hukuman ta’zir. 

2. Tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan  

Yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang terjadi saat 

berkecamuknya pertempuran tetapi berkaitan dengan pemberontakan, 

seperti minum minuman keras, zina atau pemerkosaan dan dianggap sebagai 

jarimah biasanya sedangkan pelakunya dihukum sesuai dengan hukuman 

hudud dengan jarimah yang tela mereka lakukan. Dengan demikian jika ada 

seseorang yang berzina pada waktu berkecamuknya peperangan 

(pemberontakan) maka ia dikenakan hukuman jera (jilid) seratus kali 

ditambah dengan pengasingan.142 

Adapun pertanggungjawaban perdata bagi para pemberontak tidak ada 

jika mereka merusak dan menghancurkan aset-aset negara yang dianggap 

oleh mereka perlu dihancurkan. Adapun kerusakan harta secara individu 

yang menyangkut kekayaan individu maka mereka tetap dibebani 

pertanggung jawaban perdata. Dengan demikian, barang yang diambil harus 

dikembalikan dan yang dihancurkan harus diganti. Pendapat ini 

dikemukakan oleh imam hanafi dan pendapat yang shohih di kalangan 

madzhab syafi’i. Namun, dikalangan madzhab syafi’i ada yang berpendapat 

bahwa pemberontak harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang 

telah dilakukannya seperti halnya hancur dan hilangnya benda atau yang 

lain baik yang berkaitan dengan pemberontakan atau tidak, karena hal itu 

mereka laukan dengan tujuan melawan hukum. 

 

 

 

 

 
142 Ibid., h. 117. 



64  

7. Jarimah Murtad (Riddah) 

a. Pengertian Riddah 

Secara etimologi, istilah “irtidad”,”riddat” berakar dari kata “raad” berarti 

“berbalik kembali”. Menurut al-Raghib al-Asfhani, “murtad” adalah kembali kejalan 

dari mana kita datang ditinjau dari terminologi, irtidad atau riddat adalah kembali 

kepada kekafiran dari keadaan beriman baikiman itu didahului oleh kekafiran lain 

atau tidak. Menurut istilah syara’, riddah yaitu meninggalkan agama islam dan 

menentanganya setelah agama tersebut dianutnya, dan “riddah” hanya terjadi 

dikalangan orang yang telah memeluk Islam. Riddah menurut Wahbah AlZuhaili 

adalah : 

جُوْعُعنَْدِيْنِالِإسْلاَمِإلِىَالْكُفْرِسَوَاءٌبِاالنِّيَِّةِأوَْبِاالْفِعْلِالمُكَفِِّرِأَ  وْبِالْقوَيللرُّ  

“Keluar dari Islam menjadi kafir (sesudah beriman), baik dengan niat, ucapan 

atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir”. 

 

Imam al-Nawawi yang dikutip oleh Haliman, yang dimaksud dengan riddah 

adalah terputus Islam dengan niat atau perkataan, atau perbuatan yang membawa 

kekufuran, seperti menyangkal adanya pencipta alam mendustakan rasul-rasul, 

menghalalkan yang haram dan sebagainya. Sedangkan riddah dan arti menurut al-

Raghib adalah, “al-ruju‟ fial-thariq al-ladziyjaaminhu” (kembali ke jalan dimana ia 

datang). Akan tetapi lafaz riddah khusus untuk kekafiran, sedangkan kata irtidad 

mencakup kekafiran maupun yang lain. 

 

b. Unsur-unsur Riddah 

Unsur-unsur riddah adalah:  

 

1. Keluar dari Islam  

2. Ada itikad tidak baik.  

Yang dimaksud dengan keluar dari Islam disebutkan oleh para ulama ada 

tiga macam: 

1) Murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan.  

2) Murtad dengan ucapan. 

3) Murtad dengan itikad.  

Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang 

haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib 

dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak wajib, baik dengan di sengaja 

maupun dengan menyepelekan. Misalnya sujud kepada matahari atau bulan, 

melemparkan Al-Qur‟an dan berzina dengan menganggap zina itu bukan suatu 

perbuatan yang haram.  

Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukan kekafiran, seperti 

menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak 

dilarang. 

Adapun murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad 

(aqidah) Islam, seperti beritikad kekalnya alam, Allah itu sama dengan makhluk. 

Sesungguhnya itikad an sich tidak menyebabkan seorang menjadi kufur sebelum 

dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berdasarkan hadits Rasulullah 

SAW: 
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"Sesunggunhnya Allah memaafkan bagi umatku bayangan-bayangan yang 

menggoda dan bergelora dalam jiwanya selama belum diamalkan atau 

dibicarakan". (HR Muslim dari Abu Hurairah)  

 

Dengan demikian orang yang baru beriktikad dalam hatinya dengan iktikad 

yang bertentangan dengan Islam, belum dianggap keluar dari Islam dan di dunia 

secara lahiriahnya tetap dianggap sebagai muslim dan tidak dikenakan hukuman. 

Adapun di akhirat ketentuan dan urusannya diserahkan kepada Allah SWT. Apabila 

iktikadnya itu telah diwujudkan dan dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan maka 

ia sudah termasuk murtad.  

Anak dari yang murtad, baik yang murtad ibu/bapaknya tetap anak muslim. 

Akan tetapi setelah dewasa ia harus menyatakan agamanya, sedangkan anak yang di 

kandung dan dilahirkan oleh orang murtad untuk selamanya di hukumi sebagai anak 

kafir.  

Suatu prinsip yang di pegang oleh imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam 

Ahmad, dan Zaidiyah bila seseorang ibu atau bapak masuk islam, maka anakanaknya 

yang masih kecil dihukumi muslim. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa 

agama anaknya mengikuti agama bapaknya. Artinya, jika bapaknya islam, maka 

anak-anaknya yang masih kecil di hukumi muslim. Namun demikian, tidak halnya 

ibunya yang muslim. Jadi, berdasarkan hadits diatas apapun itikad seseorang muslim 

yang bertentangan dengan ajaran Islam tidaklah dianggap menyebabkan keluarnya 

dari Islam sebelum ia mengucapkan atau mengamalkannya. Kriteria seseorang 

dikatakan murtad yang dapat diancam hukuman yaitu apabila didasari dengan niat, 

perbuatan/perkataan kufur, baik secara berolok-olok (mempermainkan) atau ingkar 

terhadap ke-Esa-an Allah SWT.  

Konsekuensi seseorang yang murtad berarti telah menjadi kafir dan baginya 

berlakulah segala ketentuan hokum terhadapnya, sebagaimana hukum yang berlaku 

bagi orang kafir. Sedangkan hal-hal yang dapat menjadikan seseorang itu murtad 

antara lain disebabkan:  

1. Mengaku diri tidak beragama islam.  

2. Mengingkari ajara-ajaran islam yang patut atau yang di anggap patut 

diketahui, dianggap mudah karena bertentangan dengan hokum islam dan 

rukun iman.  

3. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.  

4. Memaki-maki atau mengejek nabi.  

5. Memaki islam, membantah isi alquran dan hadits atau meninggalkan 

hukumnya.  

6. Mendakwahkan bahwa kepadanya ada diturunkan wahyu.  

7. Membuang lembaran al-quran atau hadits dengan tujuan untuk menghina. 

8. Memaki, memandang enteng, atau mengejek nama allah SWT. 

 

Adapun hukumannya nanti terserah kepada Allah. Diantara contohnya 

adalah sihir. Para ulama sepakat terhadap keharaman sihir dan mempelajarinya. 

Imam Syafi'i menambahkan syarat pada pidana riddah bahwa pelakunya itu harus 

berniat untuk melakukan kekufuran. Sesuai dengan hadis yang artinya: 

"Sesungguhnya sahnya segala amal itu tergantung kepada niatnya". (HR 

Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Khathab).  
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Jarimah riddah adalah meninggalkan pembenaran syari‟at Islam yang 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: melakukan atau meninggalkan suata 

perbuatan; mengucapkan; dan berkeyakinan.  

Ketiga cara di atas akan dijelaskan dengan beberapa kaidah di bawah ini: 

Kaidah pertama, tentang meninggalkan kewajiban : 

“Setiap orang yang menolak melakukan perbuatan yang diwajibkan Islam 

kepadanya disertai dengan keyakinan halal meninggalkannya maka dia telah keluar 

dari islam”. 

 

 

c. Hukuman Riddah 

Perbuatan riddah diancam dengan tiga macam hukuman:  

1. Hukuman pokok,  

2. Hukuman pengganti,  

3. Hukuman tambahan.  

  

Hukuman pokok jarimah riddah adalah hukuman mati, sesuai dengan:  

”Barang siapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia” (HR. Bukhari dari 

ibnAbas).  

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang murtad hukumannya dibunuh 

baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian terjadi perbedaan pendapat di 

kalangan mazhab mengenai perempuan yang murtad. Menurut Abu Hanifah, 

perempuan yang murtad tidak dibunuh melainkan dihukum penjara dan dipaksa 

memeluk agama islam kembali. Jika ia mau maka dilepaskan dari penjara, dan jika 

tidak mau maka dipenjarakan seumur hidup. Argumentasinya karena Rasulullah 

SAW. Melarang pembunuhan terhadap perempuan kafir. Secara analogi, jika 

perempuan tidak dubunuh karena kekafirannya secara asli, maka kekafiran karena 

murtad tentu tidak boleh dibunuh.  

Menurut imam malik dan syafi’i, bahwa seorang berpindah agama (murtad) 

harus dihukum bunuh, setelah mendapat kesempatan atau keringanan terlebih dahulu 

untuk bertaubat. Hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tetapi bagi 

perempuan yang sedang menyusui anaknya (mempunyai anak kecil) hukuman bunuh 

tehadapnya harus ditunda hingga sempurna susuannya.  

Sebelum dilaksanakan hukuman, orang yang murtad itu harus diberi 

kesempatan untuk bertobat. Waktu yang disediakan baginya untuk bertobat itu 

adalah 3 hari 3 malam menurut Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, ketentuan 

batas waktu untuk bertobat itu harus diserahkan kepada Ulul Amri, dan batas itu 

selambat-lambatnya 3 hari 3 malam.  

Menurut aturan umum yang dipegangi oleh ulamaulama Syafi’iyah, orang 

yang tidak dilindungi jiwanya masih dilindungi dalam hubungan dengan orang lain 

yang sejenisnya. Orang murtad misalnya tidak dilindungi lagi jiwanya (boleh 

dibunuh) akan tetapi masih dilindungi dalam hubungannya dengan orang murtad 

lainnya. Jadi orang murtad tidak boleh membunuh terhadap orang lain sesama 

murtad, dan kalau ia membunuhnya maka perbuatannya tersebut dianggap 

pembunuhan sengaja, meskipun andaikata ia masuk islam lagi. Akan terapi fuqaha-

fuqaha diluar mazhab Syafi’i tidak memakai aturan umum tersebut.  



67  

Pada dasarnya pembunuhan orang murtad menjadi wewenang penguasa 

negara. Maka kalau ada seseorang biasa membunuhnya tanpa persetujuan (izin) dari 

penguasa tersebut maka berarti menyerobot (merampas) wewenang tersebut dan ia 

dijatuhi hukuman karena penyerobotannya ini, bukan karena pembunuhannya. Akan 

tetapi dikalangan mazhab maliki ada satu pendapat yang menyalahi aturan dasar 

tersebut, yaitu bahwa orang murtad meskipun tidak dilindungi jiwanya, namun orang 

yang membunuhnya dijatuhi hukuman ta’zir dan hukuman diyat yang harus 

diserahkan kepada baitul mall (perbendaharaan negara). 

Tobatnya orang yang murtad cukup dengan mengucapkan dua “kalimah 

syahadah”. Selain itu, ia pun mengakui bahwa apa yang dilakuakannya ketika 

murtad bertentangan dengan agama Islam.  

Hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat 

diterapkan. Hukuman pengganti itu berupa ta’zir. Hukuman tambahan adalah 

merampas hartanya dan hilangnya terpidana untuk bertasharuf (mengelola) hartanya. 

Menurut imam Malik, Syafi’i, dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab hanbali, 

semua harta orang murtad dirampas. Menurut imam Abu Hanifah dan pendapat yang 

tidak kuat dalam mazhab Hambali, hanya harta yang diperolehnya sesudah murtad 

itu saja yang di rampas, sedang harta yang diperoleh sebelum murtad diberikan 

kepada keluarga (ahli waris) yang beragama Islam. Namun demikian, pada intinya 

hukuman bagi orang yang murtad itu diserahkan kepada Allah kelak.  
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BAB VII 

JARIMAH QISASH DAN DIYAT 

A. Pengertian Qishash 

Dalam al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân alKarîm, kata qisâs 

disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 

194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.143 Secara harfiah, kata qisâs dalam Kamus 

Al-Munawwir diartikan pidana qisâs.144  Pengertian lain menyatakan bahwa qisâs 

dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak.145 Pengertian tersebut digunakan untuk 

arti hukuman, karena orang yang berhak atas qisâs mengikuti dan menelusuri jejak 

tindak pidana dari pelaku. Qisâs juga diartikan yaitu keseimbangan dan 

kesepadanan. 146  Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian 

menurut istilah. adalah qisâs yang artinya syara', istilah Menurut memberikan 

balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.147 Dalam redaksi yang berbeda, 

Ibrahim Unais memberikan definisi qisâs sebagai berikut. 

Qisâs adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang 

dilakukannya. Secara terminologis masih banyak pengertian dari kata qisâs di 

antaranya sebagai berikut: 

Menurut Abd al-Qadir Audah, qisâs adalah sebagai keseimbangan atau 

pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa 

yang telah diperbuatnya. 

1. Menurut Wahbah Zuhaili, qisâs adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku 

persis seperti apa yang dilakukannya.   

2. Menurut Abdur Rahman Qisâs merupakan hukum balas dengan hukuman yang 

setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama 

dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut 

persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak 

harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama".148 

3. Menurut Abdul Malik, qisâs berarti memberlakukan seseorang sebagaimana 

orang itu memperlakukan orang lain. 

4. Menurut HMK. Bakri, qisâs adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang 

membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan 

perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan 

pelanggaran. 

5. Menurut Haliman, hukum qisâs ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada 

orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota 

badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya. 

 
143 Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz AlQur'ân al-Karîm, (Beirut: 

Dâr al-Fikr, 1981), h. 546. 
144  Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1126. 
145 Ibrahim Unais, et al, al-Mu'jam al-Wasith, Juz II, (Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th), h. 739. 
146 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 

261. 
147 Ibid. 
148 A.Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: 

Srigunting, 1996), h. 27. 
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6. Menurut Ahmad Hanafi, pengertian qisâs ialah agar pembuat jarimah dijatuhi 

hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia 

membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.149 

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa qisâs 

adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak 

pidana yang dilakukannya. 

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukumhukum pidana 

berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas 

kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk qisâs yang didasarkan atas 

persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis- jenis hukum qisâs yang 

disebutkan dalam al-Qur'an ialah; qisâs pembunuh, qisâs anggota badan dan qisâs 

dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan 

dengan qisâs yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, 

karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum qisâs.  

 

B. Pelaksanaan Hukuman Qishash 

Bagi pembunuhan sengaja القتل العمد maka sanksinya ada 3 yaitu: 

a. Hukuman Pokok (al-uqubat al-ashliyah) 

b. Hukuman Pengganti (al-uqubat al-badaliyah) 

c. Hukuman Tambahan (al-uqubat al-thaba‟iyah) 

 

Secara global pembunuh dengan sengaja wajib terkena 3 perkara : 

1)  Dosa besar. 

2)  Di qishash karena ada ayat qishash. 

3)  Terhalang menerima warisan karena ada hadis “orang  yang membunuh 

tidak mendapat waris apapun”.150 

 

Hukuman pokok (uqubat ashliyah) untuk pembunuhan sengaja adalah 

Qishash. Qishash disini adalah hukum bunuh. Ketika mustahiq al-qishâsh 

memaafkan dengan tanpa meminta diyat, maka menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan 

Syafi’i dalam sebuah pendapat ; maka tidak wajib bagi pembunuh tadi membayar 

diyat secara paksa. Hanya saja baginya ia boleh memberinya sebagai gantian dari 

pemaafan dari mustahiq al-qishâsh tadi. Secara hukum si mustahiq al-qishâsh berhak 

untuk memaafkan secara gratis tanpa ada tuntutan diyat.151 

Mustahiq al-qishâsh juga berhak untuk memberi kemaafan dengan tuntutan 

diyat, banyak dan sedikitnya sesuai dengan kesepakatan pembunuh. Diyat di sini 

dianggap sebagai gantian dari qishash. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menetapkan 

hukuman pokok dengan gantiannya secara bersamaan bagi sebuah pekerjaan. Dalam 

arti, ia tidak boleh di qishash dan sekaligus membayar diyat. 

Sedangkan cara qishash pula terjadi khilaf. Menurut madzhab Hanafi, 

qishash hanya boleh dilaksanakan menggunakan senjata seperti pedang. Maksudnya, 

hukuman qishash dilaksanakan hanya dengan senjata, tidak dengan membalas seperti 

 
149 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.279 
150 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî, vol. 7, 5660. 
151 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî, vol. 7, h. 5677. 
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cara pembunuh tersebut membunuh atau lainnya. 152  Hukum ini juga ditetapkan 

menurut sebuah riwayat yang paling shahih menurut madzhab hambali. 

Hukuman Pengganti (al-uqubat badaliyah) adalah membayar diyat 

mughalladzah. Menurut Imam al-Syafi’i sebagai qaul jadîd diyat tersebut adalah 100 

unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka. Jumlah 100 itu dibagi 3: 30 berupa unta 

hiqqah, 30 unta jadza’ah, dan 40 unta khalifah. Ketika tidak dapat ditemukan maka 

berpindah pada harga unta-unta tersebut. Sedangkan menurut qaul qadîm jika tidak 

ada maka boleh membayar 100 dinar atau 12000 dirham. 217 Seumpama 

pembunuhnya perempuan merdeka maka ia adalah separuhnya diyat lelaki; yaitu 50 

unta. 15 berupa unta hiqqah, 15 unta jadza’ah, dan 20 unta khalifah. 218 Hukuman 

Tambahan (al-uqubat al-thaba’iyah) kejahatan pembunuhan adalah terhalang untuk 

menerima waris dan wasiat. Dalam hal waris ulama sepakat, sedangkan untuk wasiat 

masih terjadi perbedaan pendapat.153 

1. Bagi Pembunuhan yang seperti sengaja العمد  قتل شبه maka sanksinya ada 3 yaitu : 

a. Hukuman Pokok (al-uqubat ashliyah) 

b. Hukuman Pengganti (al-uqubat badaliyah) 

c. Hukuman Tambahan (al-uqubat al Thaba‟iyah). 

Hukuman Pokok (uqubat ashliyah) bagi pembunuhan yang seperti sengaja 

adalah membayar diyat mughalladzah. Diyat ini sama dengan membunuh dengan 

sengaja. Hanya saja bedanya berada pada penangung jawab dan waktu 

membayarnya.154 Hukuman pengganti (uqubat badaliyah) bagi pembunuhan seperti 

sengaja ini adalah ta’zir. dan hukuman tambahan (uqubat al-thaba‟iyah) 

pembunuhan yang menyamai sengaja adalah terhalang untuk menerima waris dan 

wasiat seperti yang telah lewat.  

 

C. Hapusnya Hukuman Qishash 

Hukuman qishash dapat dihapus karena hal-hal berikut : 

1. Hilangnya tempat/bagian yang diqishash. 

2. Permaafan / adanya permohonan maaf. 

3. Perdamaian. 

4. Diwariskan hak qishash.155 

 

Yang dimaksud dengan hilangnya tempat yang diqishash adalah hilangnya 

anggota badan atau jiwa orang yang akan diqishash sebelum dilaksanakan hukuman 

qishash. Para ulama berbeda pendapat dalam hal hilangnya tempat utnuk diqishash 

itu mewajibkan diyat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa 

hilangnya anggota badan atau jiwa yang akan diqishash itu menyebabkan hapusnya 

diyat, karena bila qishash itu tidak meninggal dan tidak hilang anggota badan yang 

akan diqishash itu, maka yang wajib hanya qishash bukan diyat. Sedang menurut 

Imam Syafi’i dan Imam Ahmad dalam kasus diatas qishash dan segala aspeknya 

menjadi hapus, akan tetapi menjadi wajib diyat, karena qishash dan diyat itu kedua-

duanya wajib, bila salah satunya tidak dapat dilaksanakan maka diganti dengan 

 
152  Ibn Âbidîn, Radd al-Muhtâr „alâ al-Durr al-Mukhtâr (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-

„Arabî, 1987), h.346. 
153 Wahbah al-Zuhaylî, h. 5718-20. 
154 Ibid. 
155 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 150 
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hukuman lainnya. 156  Sehubungan dengan pemaafan para ulama sepakat tentang 

pemaafan qishash, bahkan lebih utama daripada menuntunya. Hal ini berdasarkan 

firman Allah SWT : 

وَا ْ حرُ ِ
 
بِال ْ حرُُّ

 
ل

َ
ا ىْۗ

ٰ
ل قَت 

 
ال فِىْ قِصَاصُْ

 
ال مُْ

ُ
ك ي 

َ
عَل تِبَْ

ُ
اْك مَنُو 

ٰ
ا ذِي نَْ

َّ
ال يُّهَاْ

َ
ْيٰٓا

 
بِْعَبْ ل دِْْدُْ عَب 

 
ال

سَا بِاِح  هِْ ي 
َ
اِل دَاۤءٌْ

َ
وَا فِْ رُو  مَع 

 
فَات ِبَاعٌٍْۢبِال ءٌْ شَي  هِْ خِي 

َ
ا ْ مِن  هْٗ

َ
ل عُفِيَْ ْ فَمَن  ن ثٰىْۗ

ُ
ا
 
بِال ن ثٰىْ

ُ
ا
 
ذٰلِكَْوَال نٍْْۗ

مٌْ)ْالْ لِي 
َ
هْٗعَذَابٌْا

َ
دَْذٰلِكَْفَل تَدٰىْبَع  مَةٌْۗفَمَنِْاع  ْوَرَح  م 

ُ
ك ِ

ب  ْرَّ ن  فٌْم ِ فِي  خ 
َ

ْ(2ْْ:817رةْ/بقت  

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang 

merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan 

perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah 

mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya 

dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari 

Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat 

azab yang sangat pedih. 

Yang dimaksud pemaafan menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad adalah 

memaafkan qishash atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedang menurut Imam Malik 

dan Imam Abu Hanifah terhadap diyat itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan 

pelaku/terhukum. Jadi menurut kedua ulama terakhir ini pemaafan adalah pemaafan 

qishash tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan diyat itu, bukan pemaafan, 

melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan qishash adalah orang yang 

berhak menuntunya. 

 

D. Diyat 

Kata diyat ( ٌدِيَة ) secara etimologi berasal dari kata “wadâ – yadî – wadyan 

wa diyatan”(  ًوَدىَ يدَِى وَدْياً وَدِيَة). Bila yang digunakan mashdar wadyan (ًوَدْيا ) berarti sâla 

 yang sering dikaitkan dengan lembah, seperti di dalam firman Allah (mengalir = سَالَ  )

Azza wa Jalla: 

سِْطُوًىْْۗ)ْطٰهْٰ/اِْ مُقَدَّ
 
وَادِْال

 
كَْۚاِنَّكَْبِال ي 

َ
ل ْنَع  ع 

َ
ل ْرَبُّكَْفَاخ 

۠
نَا
َ
ْٓا ي  ِ

ْْ(20ْ:12ن 
Sesungguhnya Aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah kedua terompahmu karena 

sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa.  (Taha/20:12) 

 

Akan tetapi, jika yang digunakan adalah mashdar diyatan ( ًدِيَة), berarti 

‘membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab 

tindak pidana penganiyaan (jinâyat). harta  yang  diberikan  sebagai ganti  dari  jiwa  

yang  terbunuh. Sedangkan  diyat  secara terminologi  syariat  adalah  harta  yang  

wajib  dibayar  dan diberikan  oleh  pelaku  jinâyat  kepada  korban  atau  walinya 

sebagai  ganti  rugi,  disebabkan  jinâyat  yang  dilakukan  oleh  si pelaku 

kepadakorban. Bentuk asli kata diyat ( ٌدِيَة) adalah widyat (وِدْيَة) yang dibuang huruf 

wau-nya, seperti kata َعِدة dan صِلَة dari kata  ُلْوَعْد dan. ُالوَصْل Diyat adalah sejumlah harta 

yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau 

penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam definisi lain 

 
156 Ibid., hlm. 151. 
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disebutkan bahwa diat adalah denda /suatu harta yang wajib di berikan pada ahli 

waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri yang 

Diberikan sebagai ganti. Sedangkan diyat secara terminologi syariat adalah harta 

yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinâyat kepada korban atau walinya 

sebagai ganti rugi, disebabkan jinâyat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. 

Definisi ini mencakup diyat pembunuhan dan diyat anggota tubuh yang 

dicederai, sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak 

sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh. Diyat 

terbagi kedalam dua macam, yaitu : 

1. Diyat Mughaladhah. 

2. Diyat Mukhafafah. 

 

Diyat Mughaladhah adalah denda disebabkan karena membunuh seorang 

yang merdeka islam secara sengaja.157 Diyat Mukhafafah yaitu denda disebabkan 

karena pembunuhan seseorang islam tanpa disengaja. Perbedaan mendasar antara 

diyat ringan dan diyat berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta 

antara diyat ringan dan diyat berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, diyat 

ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 

tahun, 20 ekor yang lain 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor 

yang lain berumur 4-5 tahun.  

Sedangkat diyat berat terdiri dari tiga katagori terakhir diatas ditambah 40 

ekor unta yang disebut dengan khalifah, yaitu unta yang sedang mengandung atau 

bunting. Kasus aktual tentang uang diyat ini terkait kasus Darsem (tahun 2011), 

seorang TKW asal Subang, Jawa Barat yang dituntut membayar diyat sebesar 4,7 

miliar rupiah. Sungguh besar apabila dibandingkan dengan harga 100 ekor unta, 

walaupun 40 ekor di antaranya berupa unta bunting.158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
157 Rahman Bin Husain, Terjemahan Ghoyatu wa Taqrib, (Surabaya: al-Muftah, t.t), h.52. 
158 M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Paragonatama Suhardi,2013),h.7. 
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BAB VIII 

JARIMAH TA’ZIR 

 

A. Pengertian dan Unsur Jarimah Ta’zir 

1. Pengertian  Jarimah Ta’zir 

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi 

adalah perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah 

dengan hukuman had atau ta’zir. Ta’zir sendiri secara harfiah berarti menghinakan 

pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.159 

Dalam ta’zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah 

dan Rasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk 

hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum 

dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta 

kedamaian dan ketentraman masyarakat. 

Sementara berkenaan dengan meninggalkan hal-hal yang makruh, ada dua 

pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak boleh memberikan sanksi 

ta’zir terhadap orang yang melakukan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang 

sunat. Sebab, tidak ada taklif (keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan) 

dalam hal-hal yang sunat dan makruh. Pendapat kedua menyatakan bahwa boleh 

memberikan sanksi ta’zir kepada orang yang mengerjakan hal yang makruh atau 

meninggalkan hal yang sunat. 

Hal ini didasarkan atas tindakan Umar bin Khathab yang telah memberikan 

sanksi ta’zir kepada seseorang yang tidak cepat-cepat menyembelih kambing, setelah 

kambing tersebut dibaringkan. Padahal, perbuatan tersebut termasuk perbuatan 

makruh.160 

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi 

pelaku jarimah ta’zir. Kata “Hakim” secara etimologi berarti “orang yang 

memutuskan hukum”. Dalam istilah fiqh, hakim merupakan orang yang memutuskan 

hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qodhi. Dalam kajian ushul fiqh, 

hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syari’at secara hakiki.161 

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang 

tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang 

lain agar tidak berbuat jarimah. Mengapa sanksi perlu diterapkan, karena aturan yang 

hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup, seperti perintah shalat, zakat, 

haji bagi orang yang mampu. Pelanggaran terhadap perintah di atas termasuk hal 

yang biasa, dan orang tidak takut melanggarnya. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi 

yang tegas dan nyata di dunia. Perbuatan mencuri, zina, menipu, menyerobot hak 

orang lain, tidak membayar zakat, tidak membayar kafarah dan lain sebagainya, hal 

itu boleh jadi membawa keuntungan bagi pelaku jarimah (perorangan tertentu).162 

 
159 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari‟at Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14. 
160 Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas- asas Hukum Pidana 

Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 176-177. 
161 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 40. 
162 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 

h. 7. 
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Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan 

pertimbangan bahwa perbuatan itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada 

sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar 

pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak 

akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, 

akal, hak milik, jiwa, dan ketentraman masyarakat. 

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syari’at Islam, 

hukuman ta’zir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang 

dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari 

aturan pokok tersebut, syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman 

ta’zir atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, 

apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum. Perbuatan- 

perbuatan dan keadaan-keadaan yang termasuk dalam kelompok ini tidak mungkin 

ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu. Apabila 

sifat-sifat tersebut ada dalam suatu perbuatan maka barulah perbuatan itu dilarang, 

dan apabila sifat- sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang, 

melainkan tetap mubah. Sifat yang dijadikan alasan (illat) untuk menetapkan 

hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. 

Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut163: 

1. Ia telah melakukan perbuatan yang menganggu kepentingan dan ketertiban 

umum. 

2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban 

umum. 

 

Apabila salah satu dari dua hal tersebut sudah dapat dibuktikan maka hakim 

tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan ia 

harus menjatuhkan hukuman ta‟zir yang sesuai dengan perbuatannya, walaupun 

sebenarnya perbuatan pelaku tersebut pada asalnya tidak dilarang dan tidak ada 

ancaman hukuman untuknya. 

Penjatuhan hukuman ta’zir untuk keselamatan dan kepentingan umum ini 

didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang 

dituduh mencuri onta. Setelah terbukti ternyata ia tidak mencurinya maka Rasulullah 

kemudian melepaskannya. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan 

keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan 

ketentraman masyarakat.164 

 

2. Unsur Jarimah Ta’zir 
Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu 

perbuatan dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah, yaitu: 

a) Rukun syar’i (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan 

mengancam perbuatan terhadapnya. 

b) Rukun maddi (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk 

jarimah, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak perbuat. 

 
163 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), h. 43. 
164 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 11. 



75  

c) Rukun adabi (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung 

jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.165 

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan 

untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur- unsur umum tersebut, dalam 

setiap perbuatan jarimah juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang 

kemudian dinamakan unsur khusus jarimah, misalnya jarimah ta’zir , yaitu Jarimah 

yang diancam dengan hukuman ta‟zir (pengajaran atau ta’dib). Jarimah ta’zir semua 

macam Jarimah selain Jarimah hudud dan qishas-qishas termasuk Jarimah ta’zir, 

jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagi macam hukuman dari yang ringan sampai 

yang berat. Syara’ tidak menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan 

hukuman ta’zir dan syara’ tidak menentukan macam hukuman yang diancamnya.166 

3. Pentingnya Pembagian Jarimah Ta’zir Kepada Jarimah Yang 

Berkaiatan Dengan Hak Allah Dan Jarimah Yang Berkaitan Dengan 

Hak Hamba 
Dalam menetapkan jarimah ta’zir, pemerintah mengacu dan berpegang pada 

prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari 

kemudharatan di samping itu penegakkan jarimah ta’zir harus sesuai dengan prinsip syar’i 

(nash). 
Para ulama membagi jarimah ta’zir menjadi dua bagian, yaitu:167 

• Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di 

muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak 

taat pada ulil al-amri. 

• Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu 

segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti 

tidak membayar hutang dan penghinaan. 

Pentingnya pembagian jarimah ta’zir kepada jarimah yang berkaitan dengan 

hak Allah dan jarimah yang berkaitan dengan hak hamba. Untuk yang berkaitan 

dengan hak hamba disamping harus ada gugatan dari ulil al-amri juga tidak dapat 

memaafkan, sedang yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada 

gugatan dan ada kemungkinan bagi ulil al-amri untuk memberi pemaafan atau 

mendeponir bila hal itu membawa kemaslahatan. 

1. Dalam ta‟zir yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan 

teori tadakhul. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya 

kejahatan. Misalnya bila seseorang menghina A, B, C dan D, maka 

hukumannya adalah empat kali. Sedang dalam ta‟zir yang berkaitan dengan 

hak Allah berlaku teori tadakhul, seperti seseorang tidak mengeluarkan zakat 

beberapa kali dan beberapa macam zakat, maka dia dikenakan satu kali 

ta‟zir. 

 
165 Ahmad Wardi Mushlih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafindo, 

2004), h. 28 

166 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 

142. 
167  Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 16 
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2. Ketika tindak pidana ta‟zir yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, 

semua orang wajib mencegahnya, hal ini merupakan penerapan nahi munkar. 

Sedang ta‟zir yang berkaitan dengan hak hamba setiap orang dapat 

mencegahnya ketika kejahatan itu terjadi dan penjatuhan hukuman dalam 

kasus ini sangat tergantung kepada gugatan. 

3. Ta‟zir yang berkaitan dengan hak hamba dapat diwariskan kepada ahli waris 

korban bila tak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat untuk 

itu. Adapun ta‟zir yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan. 

Abdul Aziz Amir juga membagi jarimah ta’zir secara rinci kepada beberapa 

bagian, yaitu:168 

1) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan; 

2) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelukaan; 

3) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan 

kerusakan akhlak;  

4) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta; 

5) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu; 

6) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum. 

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada maksiat yang betul-betul 

hanya berkaitan dengan hak Allah atau dengan hak perorangan secara murni. Jadi dalam 

suatu kejahatan kedua hak tersebut pasti terganggu, tetapi dapat dibedakan salah satu dari 

kedua hal itu mana yang dominan. 

 

4. Perbedaan Jarimah Hudud dengan Jarimah Ta’zir 

Adapun secara singkat perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah ta’zir 

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini sebagai berikut : 

Perbedaan Jarimah Hudud Jarimah Ta’zir 

           Arti Hukuman-hukuman yang 

dijatuhkan kepada pelaku-

pelaku kaksiatan, dengan 

kata lain Hudud adalah 

sanksi yang diberikan bagi 

orang yang melanggar 

hukum Syara' dan sudah 

baligh, yaitu yang sudah 

bisa membedakan yang 

benar dan salah. 

Hukuman itu tidak 

ditetapkan dengan 

ketentuan (dari Allah dan 

Rasul-Nya) dan Qodhi 

diperkenankan untuk 

mempertimbangkan  baik 

untuk hukuman yang akan 

dikenakan maupun 

kadarnya. 

 

 

 

 
168 Ahmad Wardi Muslich, h. 255-256. 
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Hak Jarimah Hak Allah Hak Hamba 

Macam-macam 

Jarimah 

Menurut Imam 

Syafi’i tindakan 

jarimah yang wajib 

dihukum had ada 7 

(tujuh), yaitu: zina, 

qadzaf (menuduh 

zina), sirqah 

(pencurian), syirbul 

khamer (minuman 

keras), hirabah 

(perampokan), riddah 

(murtad), dan al-

baghyu 

(makar/pemberontak) 

Jarimah ta’zir semua 

macam. Jarimah selain 

Jarimah hudud dan qishas-

qishas 

Sanksi Jarimah Hudud dan Qishas 

Sanksi yang 

diterapkan sesuai 

dengan jenis jarimah 

yang 

diperbuatdengan 

ketentuan yang 

terdapat dalam Al-

Qur’an dan hadis. 

1. Hukuman Mati 

2. Hukuman Jilid 

3. Hukuman Penjara 

4. Hukuman Pengasingan 

5. Hukuman Pemboikotan 

6. Hukuman Salib 

7. Hukuman Denda 

 

B. Macam-Macam Jarimah Ta’zir 

1.   Jarimah Ta’zir Yang Berkaitan  dengan Pembunuhan 

Jarimah dalam  Islam  diartikansebagai suatu larangan syara‟ yang diancam   

oleh  Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada  nash-nya) atau ta’zir  

(hukuman yang tidak ada   nya).169 

Jarimah  pembunuhan juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang 

melanggar syara’ karena pelanggaran hukum had atau  ta’zir  baik didahului dengan  

unsur- unsur  pembunuhan  sengaja  dengan  suatu perencanaan ataupun tidak 

didahului suatu perencanaan.170 Selain itu, pengertian  jarimah  pembunuhan dapat 

pula diartikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap syara’ karena baik 

 
169 A. Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 121. 
170 Sofyan Maulana, Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan (Jakarta: Rineka Cipta. 2004), h. 

83 
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pelanggaran hukum had atau  ta’zir  yang diberikan sanksi bagi pembunuhan sengaja 

yaitu pelakunya wajib dijatuhi hukuman  qishash.171 

Seperti  diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan 

apabila  qishash diyatnya dimaafkan, maka  ulil amri  berhak menjatuhkan  ta’zir bila 

hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi  ta’zir kepada pembunuh sengaja yang 

dimaafkan dari  qishash dan  diyat  adalah aturan yang baik dan membawa 

kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan 

melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian ta’zir dapat dijatuhkan 

terhadap pembunuh dimana sanksi  qishash  tidak dapat dilaksanakan karena tidak 

memenuhi syarat.172 

Berkaitan dengan pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa 

pengertian  jarimah pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu larangan syara’ yang 

diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada  nash-nya) atau  

ta’zir (hukuman yang tidak  ada  nashnya) baik didahului dengan unsur-unsur 

pembunuhan dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan 

dimana bagi pembunuhan sengaja pelakunya ajib dijatuhi hukuman  qishash. 

2.   Jarimah Ta’zir Yang Berhubungan  dengan Pelukaan 

Imam    malik  berpendapat    bahwa  ta’zir  dapat  dikenakan pada jarimah 

perlukaan  yang  qishashnya dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab  

hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi ta’zir  dapat  pula dikenakan pada pelaku 

jarimah perlukaan  selain  qishash itu  merupakan sanksi yang diancamkan kepada 

perbuatan yang  berkaitan  dengan  hak  perorangan  maupun masyarakat. Maka 

kejahatan yang  berkaitan  dengan jama’ah dijatuhi sanksi ta’zir. Sudah tentu  

percobaan perlukaan merupakan jarimah ta’zir  yang  diancamdengan sanksi ta’zir. 

3.   Jarimah Ta’zir Yang Berkaitan dengan Kejahatan  

Terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak Berkenaan dengan jarimah  ini 

yang terpenting  adalah zina, menuduh zina  dan  menghina orang.  Diantara  kasus 

perzinahan  yang  diancam dengan dengan hukuman  ta’zir yaitu perzinahan yang 

tidak  memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau terdapat syubhat. Para 

ulama berbeda pendapat  tentang menuduh zina  dengan  binatang, homoseks  dan  

lesbian.  Menurut ulama  hanafiyah sanksinya ta’zir , sedang  ulama  yang 

menggunakan qiyas  berpendapat bahwa  sanksinya  adalah  had  qodzaf  termasuk 

dalam hal ini percobaan menuduh  zina. 

4.  Jarimah Ta’zir Yang Berkaitan dengan Harta 

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman had adalah 

pencurian dan perampokan. Sebagai mana yang kita ketahui dan dengan perincian 

yang jelas pula. Oleh  karena  itu, jelas bahwa pencurian atau perampokan yang tidak 

memenuhi persyaratan untuk dijatuhi had, maka termasuk  jarimah ta’zir, yang 

diancam dengan hukuman ta’zir. Perbuatan maksiat yang termasuk jenis ini antara 

 
171 Moh Rodhi, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di 

Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), h. 123 
172  A. Jazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 177. 
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lain adalah pencopetan, percobaan Pencurian, mengambil harta yang tidak bergerak 

(ghabsah), penculikan anak dan  perjudian. Dikalangan ulama ada pula hal-hal yang 

diperselisihkan. Misalnya pencurian  mayat,  pencurian anjing, pencurian alat-alat 

kesenian, pencurian atas buah-buahan yang masih ada dipohonnya, pencurian atas 

harta di bayt-almal,pencurian dalam keluarga, pemalsuan uang atau surat-surat 

berharga, penghiatan atas amanat (barang titipan) dan pencurian yang tidak mencapai 

nisab. Dalam kasus-kasus tersebut diatas, tidak selamanya para ulama sepakat 

mengkategorikan  sebagai   jarimah ta’zir akan tetapi, kecenderunagan jumhur 

memasukkannya ke dalam jarimah ta’zir, selain itu saksi dijatuhkan atas pencurian 

yang hilang anggota badannya yang hendak dipotong. Begitu juga pencurian untuk 

yang kelima kalinya. 173  Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak 

memenuhui persyaratan hirabah juga termasuk jarimah ta’zir ada pula jarimah ta’zir 

yang berupa ganguan stabilitas ummat, seperti percobaan memecah belah ummat, 

sebservasi, dan tidak taat kepada pemerintah. 

5.  Jarimah Ta’zir Yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Individu  

Suap diharamkan di dalam al-Qur‟an dan al-Hadis. Allah berfirman: 

ْ
ه
ك
َ
ا ذِبِْ

َ
ك

 
لِل نَْ عُو  هُمْ سَمه عَن  ْ رِض  ع 

َ
ا ْ و 

َ
ا ْ نَهُم  بَي  ْ م 

ُ
ك فَاح  كَْ جَاۤءُو  ْ فَاِن  تِْۗ ح  لِلسُّ نَْ و 

ُ
)ْْْ…ل

ْْ(5ْ:42الماۤئدة/

Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi 
banyak memakan makanan yang haram.  (Al-Ma'idah/5:42) 

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “akkaluna 

lissuhti”  adalah memakan hasil suap. Nabi SAW bersabda :Dari Abdullah Ibnu 

Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap 

dan menerima suap (H.R. Abu Dawud). 174 Pemenjaraan merupakan bagian dari 

sanksi, seperti halnya jilid  dan potong tangan. Sanksi tersebut harus memberikan 

“rasa sakit” yang sangat kepada pihak yang dipenjara. Juga harus bisa menjadi sanksi 

yang bisa berfungsi mencegah. Dengan alasan ini, maka bangunan, ruangan, lorong-

lorongnya berbeda dengan bangunan, ruangan, maupun lorong-lorong sekolah, 

tempat singgah, hotel-hotel, ataupun tempat-  tempat lain. Dan hendaknya bisa 

menimbulkan rasa takut dan cemas. Ruang-ruangnya hendaknya remang-remang, 

baik saat siang maupun malam. 

 Di dalam ruangan tidak boleh ada tempat tidur dan tikar. Bahkan, orang-

orang yang dipenjara harus merasakan perlakuan yang keras dan sebagainya. Ia  

harus merasakan kesepian, ketakutan, dan lain-lain. Makanannya harus berupa 

makanan yang kasar dan sedikit.175 Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi 

kepada dua bagian,  yaitu:176 

a) Hukuman penjara yang dibatasi  waktunya; 

b) Hukuman penjara yang tidak dibatasi  waktunya. 

 
173 Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Suthaniyah, h.266. 
174 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz III, (Beyrut : Maktabah Dakhlan, t.t.), h. 301. 
175 Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam, h. 258-259. 
176 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana, h. 262. 



80  

DAFTAR PUSTAKA 

Âbidîn, Ibn. Radd al-Muhtâralâ al-Durr al-Mukhtâr. Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-

Arabî, 1987. 

Ali, Zainudin. Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 

Ali , Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. 

Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996. 

Alkalaf,  Abdullah Zaki. Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, 

terj. Rahmah al-UmmahFi Ikhtilaf al- A‟immah. Bandung : Hasyimi, 2015. 

Al-Munawwir,  Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. 

Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997. 

Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Suthaniyah.  

Al-Qur’an Terjemahan. Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2008. 

Al-Qur’an Terjemahan Kemenag. 

An-Nawawi, Imam. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, Terj. Thoriq 

Abdul Aziz At-Tamimi dan Fathoni Muhammad, “ Syarah Shahih Muslim”, 

Jilid 8. Jakarta:Darus Sunnah Press, 2010. 

Asmawi, Filsafat Hukum Islam. Yogyakarta: Teras, 2009. 

Audah,  Abdul Qadir. Al-Tasyrik al-Jinaiy al-Islami, juz I, Cet. III. Mesir: Maktabah 

Dar-al-‘Urubah, 1963. 

Bakri, H.M.K. Hukum Pidana Dalam Islam. Sala: Ramadani, t.t. 

Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul. Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz AlQur'ân al-Karîm. 

Beirut: Dâr al-Fikr, 1981. 

Basyir, Ahmad Azhar. Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam). Yogyakarta: 

UII Press, Cet Ke -2, 2006. 

Dahlan, Abdul Azis (ed.). Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II. Jakarta: Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1997. 

Dawud, Abu. Sunan Abu Dawud, Juz III. Beirut : Maktabah Dakhlan, t.t. 

Departemen Agama RI. Al-Aliyy: Alqur’an dan Terjemahnya. Bandung : 

Diponegoro, 2000. 

Djazuli, H.A. Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Ed.2, 

Cet.3). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000. 

Doi, A.Rahman I. Hudud dan Kewarisan, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. 

Jakarta: Srigunting, 1996. 

Faizal, Enceng Arif dan Jaih Mubarok. Kaidah Fiqh Jinayah: Asas- asas Hukum 

Pidana Islam. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004. 

Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Bandung: Pustaka Setia, 2000. 

Haklim,  Rahmat. Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2000. 

Haliman.  Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlu al-Sunnah, Cet.I. 

Jakarta: Bulan Bintang, 1971. 

Hanafi, A. Azaz-azaz Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 2002. 

Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1990. 

Hasbiyallah. Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013. 

Husain, Rahman Bin. Terjemahan Ghoyatu wa Taqrib. Surabaya: al-Muftah, t.t. 



81  

Irfan, M. Nurul. Fiqh Jinayah. Jakarta: Paragonatama Suhardi, 2013. 

Jazuli, A. Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta : Kencana, 2006. 

Kamil,  Sukron. Syariah Islam dan Ham (Dampak Perda Syariah Terhadap 

Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non- Muslim). 

Mardani.  Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana   Islam. Jakarta: CV Indhill 

CO, t.t.), t.h. 

Masyrofah Dan M. Nurul Irfan. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013. 

Maulana, Sofyan. Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan. Jakarta: Rineka Cipta. 

2004. 

Muhammad, Imam Abdullah bin Ismail Al Bukhari.  Shahih Bukhari, Terj. Ahmad 

Sunarto dkk,  Terjamah Shahih Bukhari, Jilid VIII. Semarang: CV. Asy 

Syfa‟, Cet-1, 1993. 

Munajat, Makhrus. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Logung Pustaka, 

2004. 

Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta: Sukses Offset, 

2009. 

Muslich, Ahmad Wardi . Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2000. 

Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2004. 

Rahman, Abdur. Tindak Pidana dalam Syari‟at Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992. 

Rasjid, Sulaiman. Hukum Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Bandung, 

2006. 

Ridla, Rasyid. Tafsir Al-manar. Ttp: Dar Al-fikr, tt. 

Rodhi, Moh. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana 

Umum di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 2006. 

Rohidin. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 

Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, 

“Bidayatu‟l Mujtahi”, Semarang: Asyi fa, Cet. I, 1990.  

Sabiq,  Sayyid. Fiqh Al –  Sunnah. Kuwait : Dar Al Bayan, 1968. 

Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam:  Penegakan Syari‟at dalam 

Wacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press, 2003. 

Santoso, Topo. Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam 

Konteks Modernitas. Bandung: As Syaamil,  2001. 

Subekti dan Tjitrosudibyo. Kamus Hukum.  Jakarta: Pradnya Paramita, 1969. 

Syahbah, Muhammad Abu. Al-Hudud fi al-Islam. Kairo: Hafiah al- Ammah Li 

Syuuni al- Mathabi‟ al-Amiriyah, 1974. 

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka, Ed-3, 2005. 

Tim Tsalisah, Ensklipodi Hukum Pidana Islam. Bogor : PT kharisma, t.t. 

Unais, Ibrahim et al, al-Mu'jam al-Wasith, Juz II. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th. 

Wahab, Abil Mawahib Abdul bin Ahmad bin Ali al-Anshori.  al- Mizan al-Kubro, 

Jilid II. Semarang: Toha Putra, t.t. 

Wojowasito, S. Kamus Umum Belanda Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1992. 



82  

Yunan, M. Nasution. Pegangan Hidup (3). Jakarta :Dewan Dakwah Islamiyah 

Indonesia, 1981. 

Yusuf,  Imaning. Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam. Palembang: Rafah Press, 2009. 

Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 

1989. 

 


